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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat, berkah, hidayah serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian yang berjudul “Strategi Resolusi Konflik Sosial Di Indonesia (Studi
Kasus: Madiun dan Ponorogo Jawa Timur)”

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis
mengapa Komunitas Beladiri Pencak Silat SH Teratai dan SH Winongo di
Madiun dan Ponorogo Jawa Timur masih rentan terjadinya konflik sosial, dan
memahami dan menganalisis strategi resolusi konflik dalam rangka meredam
potensi konflik sosial antara SH Teratai dengan SH Winongo di Madiun dan
Ponorogo Jawa Timur.

Penelitian ini dilaksanakan sejalan dengannsalah satu dari fungsi dari
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mengimplementasikan fungsi penelitian
ilmiah. Kami berharap, semoga hasil penelitian ini bermanfaat baik secara
teoritis maupun praktis dalam rangka strategi resolusi konflik dalam rangka
meredam potensi konflik sosial antara SH Teratai dengan SH Winongo di

Madiun dan Ponorogo Jawa Timur.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan baru dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan isu-
isu hak asasi manusia, perubahan politik, ekonomi dan sosial, selanjutnya diikuti
dengan munculnya berbagai konflik. Di sisi lain dalam beberapa dasawarsa peta politik
dunia lebih didominasi oleh konflik antar negara, namun belakangan kecenderungannya
justru semakin merebaknya konflik internal di dalam suatu negara, seperti konflik antar
etnik dan pemisahan diri dengan tuntutan merdeka atau separatisme.

Fenomena perubahan arah konflik, menurut ilmuwan sosial Hugh Miall, “konflik

internal dalam suatu negara seperti konflik etnis, konflik separatis dan konflik perebutan

kekuasaan pada banyak negara, ternyata berubah menjadi suatu hal yang lazim?.

Senada dengan Miall, Jones mengatakan sebagai berikut :

“konflik nasionalis dan konflik etnis meliputi sekitar 70 persen dibandingkan
dengan konflik kelas dan konflik-konflik lainnya. Ada tiga macam konflik dalam
hubungan internasional, yaitu: (1) konflik kelas yang meliputi masalah-masalah
yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, (2) konflik nasionalis yang meliputi
perselisihnan antar kelompok etnis, rasial, dan kelompok berbahasa sama yang
merasa dirinya sebagai bangsa, (3) konflik lain yang penyebab utamanya
merupakan bentrokan antar kelompok kelas maupun identitas”.

Dinamika konflik sebagaimana yang disampaikan oleh Miall dan Jones, juga
marak terjadi di Indonesia, khususnya konflik yang lebih bernuansa Sara dan belum

dapat diatasi secara tuntas, sehingga masih menimbulkan potensi konflik laten. Di

! Miall, Hugh, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola Dan Menegubah

Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h3.



samping itu kondisi geografis dan sosial politik di Indonesia masih menjadi anatomi
utama bagi tumbuhnya benih perselisihan, konfrontasi, hingga mengakibatkan konflik
fisik antar kelompok, golongan, agama, suku, dan warga masyarakat.

Struktur masyarakat Indonesia menunjukkan adanya jumlah suku bangsa,
bahasa, tradisi dan agama yang beragam, sehingga kondisi konflik atau perselisihan
dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang sulit dihindari.
Menurut Baskoro “konflik memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi pertentangan atau
bentrokan persaingan atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan antar
kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan, atau pertentangan dalam tataran kualitas

seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak. Semua makna

konflik tersebut tampaknya pada waktu reformasi cukup ramai terjadi di Indonesia”.2

Sementara dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial
pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “ konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik
adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok
masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas
yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu
stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional’.

Di sisi lain konflik menampilkan interaksi yang rumit antara kekuatan-kekuatan
yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh
Pertama, ketakutan atas kebijakan atau aktivitas komunitas lain, Kedua, kondisi dimana

satu atau beberapa komunitas mengalami posisi ekonomi atau sosial yang lebih rendah

2 Baskoro,Kompas bulan Agustus 2002, hal 6



dari kelompok lain dengan prospek perbaikan yang kecil, dan Ketiga, keinginan untuk
membalas atau mengembalikan kekuasaan yang pernah hilang. Mobilisasi dan
kapitalisasi massa atas dasar ketiga alasan tersebut di atas adakalanya menghasilkan
penggalangan kekuatan bersama dalam satu komunitas yang mengarah pada
perubahan sosial yang positif dan diperlukan. Namun seringkali juga gagal melepaskan
diri dari reaksi di permukaan yang mengarah pada intimidasi dan kekerasan bahkan
peperangan antar kelompok masyarakat, sehingga menyulut terjadinya konflik
kekerasan yang berkepanjangan. Dalam hal ini, identitas etnis maupun agama dan
klaim kultural bisa bertindak, baik sebagai kekuatan destruktif (merusak) sekaligus
konstruktif bagi kesejahteraan moral dan spiritual masyarakat. Dengan demikian,

identitas kultural adalah bagian yang vital dan kaya dari kehidupan masyarakat, karena

bisa memberikan semangat sekaligus ancaman.3

Penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Indonesia —
sebagaimana hasil penelitian LIPI (2003-2008) adalah tidak tertanganinya dengan baik
persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti ketimpangan
ekonomi dan perebutan kekuasaan antar elit politik yang didasarkan pada
pengelompokan etnis dan agama, dan/atau mobilisasi isu etnis dan agama yang tidak

sehat. Sehingga kurang baiknya penanganan masalah-masalah sosial tersebut pada

3 Yanuarti dkk,” Kerangka Pencegahan Konflik di Indonesia (Conflict Prevention Fremwork), Jakarta.

LIP1,2010.h.1. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun
luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan,
kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional diberbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. UU. No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pasal 1
ayat 4



hakekatnya bersumber pada kemampuan kelembagaan kepemimpinan lokal dalam
mengelola sumber daya daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya
alam.

Potensi konflik sebagai dampak dari pluralitas di Indonesia dapat muncul dalam
bentuk konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi
dan didasari oleh masalah-masalah komunal di masyarakat, misalnya etnisitas, ras, dan
agama. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang dasarnya adalah aspirasi politik
baik yang bersifat ideologis maupun kedaerahan dan dapat berkembang menjadi
gerakan separatisme dengan tujuan ingin merdeka, keluar dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Meskipun kekerasan fisik karena adanya konflik sosial
sudah berakhir dan dari aspek keamanan kondisi wilayah-wilayah konflik yang pernah
mengalami konflik sosial di Indonesia dapat dikatakan sudah kondusif, namun masih
banyak masalah-masalah sosial yang belum tertangani secara tuntas yang dapat
menimbulkan dampak ikutan (unintended impact) dari konflik yang pernah terjadi.

Pluralitas bangsa Indonesia ditandai dengan adanya kemajemukan budaya,
agama, dan ideologi masyarakat yang bermanfaat bagi pematangan demokrasi, tetapi
di sisi lain kemajemukan tersebut juga berpotensi memunculkan benturan kepentingan.
Secara kasat mata, kemajemukan Indonesia dapat dibaca paling tidak dari dua hal,
yakni etnisitas dan agama. Menurut peneliti LIPI, Ju Lan dkk bahwa dari sekitar 700
kelompok etnis di Indonesia, terlihat 9 kelompok etnis besar, baik secara populasi
maupun dari pengaruh politiknya. Mayoritas dari kelompok etnis besar ini terletak di

Indonesia sebelah barat antara lain Jawa, Sunda, Minang, Batak, Melayu, Aceh,



Madura, dan Bali. Sedangkan satu kelompok etnis besar lainnya yakni Bugis-Makasar
berada di Indonesia bagian timur. Selanjutnya Ju Lan dkk terkait konflik di Indonesia
menyatakan sebagai berikut :

“ Konflik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan persoalan demografis. Jika
menggunakan batasan populasi di atas 1 juta, kita mendapatkan 15 etnis besar
di Indonesia (tidak hanya 9 sebagaimana disebutkan sebelumnya) yaitu Jawa,
Sunda, Melayu, Madura, Batak, Minang, Betawi, Bugis-Makasar, Banten, Banjar,
Bali, Sasak, Cirebon, dan Tionghoa. Etnis-etnis inilah yang sering melakukan
migrasi, baik yang disponsori oleh Negara maupun migrasi spontan atas dasar
kepentingan pribadi. Migrasi bukan hanya menyangkut persoalan perpindahan
fisikk semata, namun juga membawa atribut nilai-budaya serta pada ujungnya
bertemu dengan konsekuensi ekonomi-politik. Para migran tersebut kemudian
membentuk komunitasnya di daerah tujuan dan turut mewarnai konstelasi
pergulatan ekonomi-politik di wilayah tujuannya itu ”.

Situasi demografis penduduk tersebut rentan akan potensi konflik karena
bertemu dengan berbagai kepentingan ekonomi-politik. Kepentingan-kepentingan
seperti penguasaan lapangan pekerjaan, perebutan sumber daya ekonomi, pertarungan
jabatan publik (birokrasi dan politik) menjadi ruang-ruang kontestasi yang memunculkan
ketegangan. Pengelolaan kepentingan tiap-tiap kelompok yang kemudian diselesaikan
dengan distribusi kekuasaan yang timpang menjadi pemicu utama terjadinya konflik
kekerasan di banyak daerah. Variabel demografis/kependudukan tersebut yang
berinteraksi dengan identitas primordial menjadikan bara dalam sekam yang setiap saat
dapat memunculkan konflik kekerasan.

Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan
mengganggu kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara.
Namun di sisi lain konflik terkadang juga mempunyai dampak positif yaitu sebagai

5



sebuah proses menuju perubahan atau kesadaran adanya perubahan. Sehingga jika
konflik telah terjadi dan tidak terelakkan, maka pilihannya adalah mendekati,
memahami, mengelola, memanajemen, dan resolusi konflik untuk menuju perubahan
yang bersifat nir kekerasan, sekaligus mencegah terjadinya berbagai tindakan

kekerasan konflik. Penyebab kekerasan struktural diberi makna sebagai proses atau

situasi kelembagaan sosial dan kebijakan kesengsaraan. Dalam hal ini Galtung4

“

menjelaskan bahwa “ kekerasan struktural, atau nama lain dari kekerasan tidak
langsung, merupakan kekerasan yang dibangun ke dalam tatanan sosial yang represif
yang menciptakan perbedaan yang tajam antara potensi dan kenyataan. Menurutnya,
rumusan umum dibalik kekerasan struktural adalah kesenjangan (inequality) atas
semua distribusi kekuasaan”.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia selalu mengandung dua potensi
yang saling bertolak belakang, yaitu konflik dan integrasi. Kedua potensi tersebut
menyatu dalam kehidupan masyarakat dan sewaktu-waktu dapat muncul secara
bergantian. Masyarakat dan konflik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dan bersifat alamiah. Konflik akan timbul ketika terjadi persaingan baik individu maupun
kelompok, juga dapat dipicu karena adanya perbedaan pendapat antara komponen-

komponen yang ada di dalam masyarakat yang membuatnya saling mempertahankan

ego dan memicu timbulnya bentrokan atau konflik kekerasan.

4 Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research”, Journal of Peace Research Vol. 6,

No. 3 (1969), him. 167-191, diterbitkan oleh Sage Publications, Ltd (Article Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/422690).



Potensi konflik akan muncul lebih kuat apabila diantara anggota masyarakat
lebih mengutamakan kepentingan individu ataupun kelompok sehingga terjadi
persaingan tidak sehat dan dapat memicu konflik. Potensi integrasi akan lebih dominan
apabila diantara anggota masyarakat lebih mengutamakan kepentingan bersama yang
dilandasi oleh nilai dan norma sosial.

Fenomena konflik lokal, sosial, religius, kelompok, dan kesukuan di Indonesia,
sejauh ini solusinya cenderung menggunakan kekerasan. Kekerasan sebenarnya
mempunyai latar belakang historis yang mendalam dan menimbulkan nuansa dendam
yang tidak berkesudahan. Pada akhirnya penggunaan kekerasan dipertimbangkan atau
dianggap sah oleh beberapa kelompok dalam menyelesaikan konflik. Hal tersebut
secara substansi sudah tidak lagi menggunakan konflik sebagai sarana mencapai
tujuan, tapi sudah bergeser menjadi konflik itu sendiri sebagai tujuan, artinya terjadi
pergeseran konflik yang bersifat realistis menjadi konflik yang non realistis. Sehingga
dampak dari konflik tersebut diantaranya adalah munculnya semangat
etnonasionalisme, primordialisme berlebihan, ego kelompok, dan semangat menghabisi
lawan. Perilaku agresif diperkuat manakala pelaku pernah mendapatkan hadiah dan
sukses atas perilakunya itu. Seperti di beberapa daerah yang pernah mengalami konflik
berkepanjangan di Indonesia (Maluku dan Aceh) dapat diungkapkan dengan kata-kata
misalnya “semua orang telah menjadi keras, bahkan anak-anak perempuan tidak lagi
bermain-main dengan boneka, tapi bermain-main dengan senjata”. Sehingga dimasa
mendatang manakala terjadi perselisinan atau konflik maka akan diselesaikan dengan

senjata.



Dalam perkembangannya perilaku kejam telah memperoleh aura revolusioner,
terutama di kalangan anggota kelompok yang militan, sebagaimana yang terjadi di
beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Apabila, konflik dibiarkan
menjadi kekerasan maka akan menimbulkan banyak kerugian termasuk kerugian harkat
dan martabat manusia yang pada akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan. Konflik
yang terjadi di Madiun dan tidak dapat dilihat dari satu dimensi tertentu, tetapi harus
dipahami dalam suatu kerangka yang kompleks dengan memperhatikan beberapa
aspek serta mencakup berbagai perbedaan agama, etnis, kultur, dan kearifan lokal.
Sehingga perlu adanya perubahan managemen resolusi konflik di Indonesia dengan
pendekatan nir kekerasan.

Pendekatan yang sering dilakukan untuk menyelesaikan konflik biasanya
menggunakan pendekatan-pendekatan teori universal dan mengadopsi dari luar,
sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya
konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat.
Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan kondisi lingkungan
dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal perlu penyesuaian
dengan kearifan lokal jika diterapkan dalam menangani masalah konflik.

Ada berbagai bentuk pendekatan penyelesaian konflik yang bisa menjadi rujukan
untuk menjadi strategi penanganan konflik di Madiun dan . Karakteristik masyarakat
Madiun yang masih menunjukan adanya gotong royong dan mengutamakan

musyawarah mufakat untuk mencari solusi dalam membuat keputusan pada kelompok



masyarakat, menjadi salah satu alternatif rujukan dalam pendekatan penyelesaian
konflik yang berbasis komunitas atau kelompok.

Di beberapa daerah di Indonesia pernah mengalami karakteristik konflik yang
selalu berulang atau daerah yang mempunyai karakteristik konflik dalam skala dan
periode tertentu sebagaimana yang terjadi di Madiun dan , sehingga resolusi konflik
yang dilakukan perlu mengimplementasikan strategi dengan melibatkan komunitas atau
kelompok yang bertikai dan pihak lain yang terkena dampak konflik. Dalam hal ini
manusia menjadi kunci perubahan dalam lingkungannya karena manusia dan tingkah-
lakunya mampu mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada. Akan
tetapi, melalui lingkungannya ini tingkah laku manusia ditentukan sehingga ada
hubungan timbal-balik yang seimbang antara manusia dengan lingkungannya.
Hubungan yang seimbang antara keduanya setidaknya akan mampu menjaga
keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Komunitas Bela Diri Pencak Silat merupakan bagian dari kehidupan
bermasyarakat di Madiun dan tentunya bisa menjadi bahan rujukan dalam penilaian
sistem kehidupan sosial. komunitas tersebut bisa berperan secara positif atau negatif
untuk menata sistem kehidupan sosial sesuai adat dan kebiasaan di masing-masing
daerah tersebut. Oleh karena itu, mutlak perlu adanya edukasi yang bisa dilaksanakan
secara informal kepada komunitas untuk tidak mewariskan budaya stigma konflik atau
dendam pada generasi komunitas berikutnya di masyarakat. Komunitas Beladiri Pencak
Silat yang sudah mengakar dalam masyarakat Madiun dan harus dioptimalkan

sedemikian rupa justru untuk mencegah munculnya konflik atau berperan optimal dalam



resolusi konflik. Di samping itu, peran pemuka masyarakat, pemuka agama, dan
pemuka adat juga mutlak diperlukan untuk menanamkan kembali nilai-nilai kearifan
lokal yang santun, toleran, dan saling membantu antar sesama masyarakat yang sering
kita kenal dengan istilah gotong royong.

Beberapa daerah yang sering terjadi konflk secara periodik tentunya
memerlukan strategi Resolusi Konflik yang bersifat solutif, sehingga konflik tersebut
bisa ditangani sedini mungkin sebelum masuk pada wilayah konflik yang lebih besar.
Hal tersebut memerlukan dukungan dan peranan masyarakat yang bisa memberikan
informasi agar dapat mengantisipasi dan mengoptimalkan kesiapsiagaan serta tanggap
secara dini terhadap konflik yang akan terjadi.

Dalam rangka mengurangi terjadinya konflik sosial yang dapat memakan korban
baik dalam bentuk harta benda maupun nyawa, termasuk konflik antar Komunitas Bela
Diri Pencak Silat yang terjadi di Madiun dan Jawa Timur, diperlukan upaya-upaya
memimalisir melalui strategi resolusi konflik baik dalam bentuk pencegahan konflik,
pengelolaan konflik, dan transformasi konflik yang harus dilakukan sedini mungkin dan
terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder), agar kegiatan-
kegiatan yang dilakukan terkait upaya-upaya penanganan tersebut dapat mencapai

hasil yang optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Potensi konflik sosial antar komunitas Beladiri Pencak Silat SH Teratai dengan
SH Winongo di Madiun Jawa Timur masih cukup rawan dan dapat muncul kembali jika

tidak dikelola dengan baik. Sehingga strategi resolusi konflik merupakan sebuah
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keniscayaan karena fenomena tersebut masih menarik dan strategis untuk dikaji secara
ilmiah melalui penelitian. Dalam perspektif kemanusiaan dan komunitas, partisipasi
masyarakat serta stakeholder terkait diharapkan dapat berkontribusi positif dalam
mendorong tercapainya perdamaian positif antar komunitas Beladiri Pencak Silat SH
Teratai dengan SH Winongo yang berkonflik dalam mewujudkan masa depan yang
lebih baik.

Sejauh ini format dari konflik antara kelompok perguruan silat SH Teratai dengan
SH Winongo di Madiun Jawa Timur lebih mudah pada suatu dikotomis konflik daripada
pengintegrasian, atau rekonsiliasi yang mengarah pada rekonsiliasi konflik. Integrasi
sosial dari kedua kelompok yang berkonflik masih memerlukan proses pembangunan
perdamaian yang positif dan perlu adanya mensinergikan pola penangananya dari
berbagai pihak yang terlibat didalamnya, khususnya mereka yang berkonflik.
Seharusnya keamanan dan keadilan bisa diupayakan melalui komitmen bersama

(perdamaian positif) untuk diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam rangka
integrasi nasional dan integrasi sosial.®

Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui
persetujuan dan komitmen perdamaian, sehingga upaya-upaya resolusi konflik di
Madiun dan perlu keseriusan agar dapat memulihkan kondisi integrasi sosial

masyarakat menuju perdamaian positif. Hal tersebut kemungkinan bisa jauh lebih

Menurut Rozi (2006 : 329), peran negara dan kelemahan negara dalam resolusi konflik Aceh,
diantaranya terkait perlucutan senjata, penegakan hukum, mengawal akuntabilitas dana intervensi
kemanusiaan untuk tidak dikorupsi, membuat peran Negara yang baik dalam resolusi konflik
cenderung belum mudah untuk dicapai. Sedangkan menurut Thomas (2002 : 89), negara yang tidak
mampu menegakkan klaim mopolitiknya berada di ambang disintegrasi dan menghadapi ancaman
perang saudara dan pembubaran suatu negara.
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kompleks dibandingkan dengan upaya-upaya pemulihan kerusuhan fisik, bangunan,
dan infrastruktur. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah mengungkap mengapa
masih ada potensi konflik sosial di Madiun Jawa Timur dan bagaimana strategi resolusi
konfliknya untuk mendorong tercapainya perdamaian positif, sekaligus mendukung

penguatan sistem pertahanan negara.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Dari identifikasi permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan dalam
pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Mengapa komunitas bela diri Pencak Silat SH Teratai dan SH Winongo di
Madiun Jawa Timur masih rentan terjadinya konflik ?
2. Bagaimana strategi resolusi konflik dalam rangka meredam potensi konflik
antara komunitas bela diri pencak silat SH Teratai dengan SH Winongo di

Madiun Jawa Timur ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh LPPM UNHAN dimaksudkan sebagai studi atas
Strategi Resolusi Konflik pada Komunitas Bela Diri Pencak Silat dalam menjaga dan
memelihara keseimbangan serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Madiun
dan . Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif agar dapat memberikan masukan

terkait strategi resolusi konflik sosial. Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :
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Memahami dan menganalisis mengapa Komunitas Beladiri Pencak Silat
SH Teratai dan SH Winongo di Madiun Jawa Timur masih rentan
terjadinya konflik sosial.

Memahami dan menganalisis strategi resolusi konflik dalam rangka
meredam potensi konflik sosial antara SH Teratai dengan SH Winongo di

Madiun Jawa Timur.

Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis
Penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan teori resolusi

konflik dan perdamaian khususnya di Universitas Pertahanan melalui penelitian
yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM). Di samping itu sebagai referensi teoritis yang dapat digunakan dalam
penelitian lebih lanjut dan pengembangan akademis dalam penanganan konflik
sosial di Indonesia.
2.  Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi stake holder terkait
seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia,
Kementerian Pertahanan, Universitas Pertahanan, dalam rangka pengambilan
keputusan dan kebijakan khususnya terkait upaya-upaya positif untuk

melakukan langkah-langkah strategis resolusi konflik dalam perumusan
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maupun implementasi resolusi konflik atau penanganan konflik di daerah —

daerah yang rawan konflik, khususnya di Madiun Jawa Timur.
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BAB 2

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Konflik

Istilah konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti
bersama, dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian konflik
dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan
yang harus diwujudkan. Konflik sosial paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.
Tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu
komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi

politik, suku bangsa ataupun satu pemeluk agama tertentu.

William Chang pernah mempertanyakan tentang dimensi konflik tersebut, apakah
konflik yang terjadi di masyarakat hanya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan batin,
kecemburuan, kebenci-an, masalah tanah, modal kapital maupun kekuasaan?
Pertanyaan ini kemudian dijawab sendiri oleh Chang bahwa emosi sesaat pun ternyata
dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik-konflik yang tidak terhindarkan telah
memecah belah, memutuskan tali persaudaraan, dan malah meniadakan hidup umat
manusia. Konflik individual dan konflik sosial itu, antara lain ditimbulkan ketidakpuasan

batin seseorang untuk menerima diri, berhadapan dengan orang atau pihak lain,

15



kecemburuan, iri hati, benci, dan jiwa kontroversial. Konflik individual, jika tidak cepat

diatasi, dapat mengundang konflik sosial. 6

Dimensi konflik pada hakekatnya adalah adanya perbedaan prinsip ataupun
kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini kadangkala juga ditunggangi
oleh agenda setting yang lebih besar dari struktur yang dominan yang berkuasa
dibandingkan dengan hanya sekedar per-bedaan persepsi yang ada di masyarakat.
Agenda setting dari struktur yang dominan inilah yang sebenarnya memainkan peranan

penting dalam terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, terdapat sebuah struktur yang erat hubungannya
dengan sistem sosial yang ada, yaitu struktur sosial. Berbeda dengan sistem sosial
yang menekankan pada sejumlah orang atau sekelompok orang dengan aktifitasnya
yang mempunyai hubungan relatif tetap dan konstan, struktur sosial berkaitan dengan
pola hak dan kewajiban para pelaku dalam interaksi sosialnya yang terwujud dalam

hubungan sosial yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu.

Hak dan status para pelaku dihubungkan dengan status dan peranan masing-
masing pelaku. Status dan peranan ini berdasar pada sistem penggolongan yang ada

dalam masyarakat yang bersangutan, baik berupa ascribed status maupun achieved

Konflik sosial yang selanjtnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan
antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas
yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan
menghambat pembangunan nasional. ( UU RI Nomor. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1
ayat1).
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status. Status dan peranan tersebut pada umumnya hanya berlaku menurut masing-

masing kesatuan sosial dan situasi interaksi sosial pada saat tertentu saja.

Pendapat lain dikemukakan oleh Peter M. Blau yang menyatakan bahwa struktur
sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi
yang berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan diantara mereka, termasuk
juga di dalamnya hubungan konflik. Karateristik pokok dari struktur adalah adanya
ketidaksamaan atau keberagaman antar bagian dan konsolidasi yang timbul dalam

kehidupan bersama sehingga mempengaruhi derajat hubungan antar bagian tersebut

yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan dan kerjasama.7

Blau mengelompokkan basis para-meter pembedaan struktur menjadi dua
bagian, yaitu parameter nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas
menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas, seperti, ras, agama, jenis
kelamin, pekerjaan, afiliasi politik, tempat tinggal, bahasa, nasionalitas dan sebagainya.
Kalau dicermati, pengelompokkan ini bersifat horizontal dan akan melahirkan berbagai
golongan. Adapun parameter gradual membagi komunitas dalam kelompok sosial atas
dasar peringkat status sosial yang nantinya akan menciptakan perbedaan kelas sosial
seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan, kewibawaan,
intelegensia dan sebagainya. Dengan kata lain, pengelom-pokkan ini bersifat vertikal

dan akan menghasilkan lapisan dalam masyarakat.

7 Blau, Peter, Exchange and Power in Social Life, Wiley, 1964.

17



Atas dasar struktur sosial yang dikatakan oleh Peter M. Blau di atas, maka dapat
dikemukakan bahwa interaksi antarbagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi
antar kelompok, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual; bahkan tidak
hanya internal, tetapi juga secara eksternal. Interaksi antar bagian dalam kehidupan
sosial tersebut, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual dapat menimbulkan

konflik antar individu anggota dari berbagai golongan dan lapisan.

Menurut sosiolog Relf Dahrendorf dalam Leo Agustino, pemahaman masalah
konflik mencakup 2 (dua) makna, yaitu: (a) konflik merupakan akibat dan proses
integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas. Dalam konteks ini, konflik merupakan

sebuah mencakup 2 (dua) makna, yaitu: (a) konflik merupakan akibat dan proses
integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas.® Dalam konteks ini, konflik merupakan

sebuah sympton (gejala penyakit) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan
masyarakat; dan (b) konflik merupakan proses alami dalam rangka sebuah proyek
rekonstruksi sosial. Dalam hal ini konflik dapat dilihat secara fungsional sebagai suatu
strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegrasi dalam masyarakat yang tidak

terintegrasi secara sempurna.

Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat
mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur
organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut

keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari struktur sosial setempat. Teori

8 Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2006.
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Dahrendorf ini menyatakan bahwa konflik sosial merupakan akibat dari terjadinya
kegalauan masyarakat yang bersumber dari ketidakserasian esensi bermacam kom-
ponen kehidupan. Kebalikannya adalah teori kohesi dari Bronislaw Malinowski yang
mengatakan bahwa keutuhan akan terjadi bila satu wilayah kehidupan dilandasi secara

kuat oleh keuntungan timbal balik dibawah prinsip-rinsip legal.

Menurut Talcott Parson, dalam setiap sistem sosial diperlukan persyaratan
fungsional. Diantara persyaratan itu dijelaskan bahwa sistem sosial harus dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan tuntutan trans-formasi pada
setiap kondisi tindakan warga (adaptation). Selanjutnya, tindakan warga diarahkan
untuk tujuan bersama (goal attainment). Persyaratan lainnya adalah bahwa dalam
interaksi antar warga setidaknya harus ada suatu tingkatan solidaritas, agar struktur
dan sistem sosial berfungsi (integration). Teori fungsionalisme dari Talcott Parson ini
mengatakan bahwa tertib sosial ditentukan oleh adanya hubungan timbal balik antara

sistem-sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian dalam masyarakat.

Fungsi sosial tidak hanya berbicara mengenai peran, karena relasi fungsi tidak
selalu saja terpadu, akan tetapi dalam relasi sosial tersebut bisa saja terdapat konflik di
dalamnya, apalagi jika didalamnya banyak terdapat cukup banyak faksi. Dalam fungsi
terdapat struktur, dan dalam fakta juga terdapat struktur dan fungsi yang saling berkait
erat. Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga
keduanya agak sulit dihubungkan. Teori fungsi hanya terbatas menyangkut hubungan-
hubungan yang bersifat serasi saja dan kurang memperhatikan hubungan-hubungan

yang bersifat konflik.
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Struktur dan fungsi kaitannya dengan persoalan konflik bukanlah sesuatu yang
sederhana. Struktur maupun fungsi, dalam setiap kehidupan sosial manusia pada
hakikatnya tidak seragam, artinya dalam setiap setting kehidupan manusia mempunyai
struktur dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Pun halnya demikian dengan konflik,
tidak selalu sama, terdapat konflik antar individu maupun antar masyarakat, konflik
terbuka maupun tertutup. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah, apapun
bentuk ancaman kerawanan sosial maupun konflik yang terjadi pada suatu daerah,
perlu sebuah analisa kritis dalam kedudukannya yang tidak begitu saja bisa dilepaskan
dari struktur dan fungsi yang ada pada masyarakat tersebut. Dengan kata lain, konflik
tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial kehidupan masyarakat, karena konflik pada

hakikatnya berfungsi sebagai terciptanya integrasi kehidupan sosial.

Integrasi sosial akan tercermin dalam institusi sosial, dan inilah kebutuhan dasar
manusia, bahwa manusia membutuhkan pengorganisasian sosial untuk memenuhi
kebutuhan sosialnya. Sebagai kelanjutan-nya, respon dari hal ini adalah terwujudnya
kebudayaan yang termaktub dalam pemben-tukan institusi-institusi sosial. Dengan kata
lain, kebudayaan sebagai respon basic need dapat diindikasikan sebagai instrumen

untuk mencapai tujuan bersama masyarakat.

2.1.1 Teori identitas sosial

Teori ini dikembangkan oleh Tajfel dan Turner. Menurut teori identitas sosial,
perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu proses kognitif dan

proses motivasional. Proses kognitif membuat individu melakukan kategorisasi pada
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berbagai stimulus yang ia hadapi, termasuk pada kelompok yang ia temui, sehingga
individu cenderung untuk memandang orang lain sebagai anggota ingroup atau
anggota outgroup. Sementara itu, sebagai proses motivasional, perilaku yang
ditampilkan anggota suatu kelompok merupakan usaha individu agar memperoleh
harga diri dan identitas sosial yang positif. Setiap individu memiliki motivasi untuk
memiliki harga diri yang positif dan untuk ‘memelihara’ harga dirinya. la
mengidentifikasikan diri pada kelompok tertentu, terutama yang memiliki berbagai

kualitas positif.

Menurut teori ini, perilaku kelompok menekankan adanya tiga struktur dasar.
Struktur pertama adalah kategorisasi, yaitu proses di mana individu memersepsikan
dirinya sama atau identik dengan anggota lain dalam kelompok yang sama. Di samping
individu memersepsikan dirinya memiliki identitas sosial yang sama dengan anggota
yang lain, individu juga akan bertingkah laku sesuai dengan kategori di mana ia
termasuk di dalamnya. Kategorisasi ini akan mendorong individu untuk menekankan
kesamaan dengan sesama anggota yang berada dalam kelompok yang sama, tetapi
akan menekankan perbedaan dengan anggota dari kelompok yang lain. Struktur kedua

adalah identitas, yang dapat didefinisikan sebagai citra diri.

Konsep diri, atau pemaknaan seseorang terhadap diri sendiri menurut
Augoustinos dan Walker, Hogg dan Abrams, “ldentitas merupakan hal yang penting
karena setiap individu memiliki dorongan kuat untuk menganggap bahwa dirinya baik
dan memiliki identitas serta harga diri yang positif. Menurut teori ini, iindividu juga dapat

memperoleh identitas sosial melalui keanggotaannya pada kelompok tersebut. Menurut
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Turner, untuk mencapai dan mempertahankan identitas sosial yang positif, individu
cenderung mengutamakan kelompok sendiri (ingroup) dibandingkan kelompok lain
(outgroup). Hal ini dapat menimbulkan intergroup menjadi bias, di mana individu
memberi penilaian yang tidak objektif untuk kelompoknya, cenderung untuk lebih
mengutamakan kelompok sendiri dan tidak mengutamakan kelompok lain. Struktur
ketiga dari proses kelompok adalah perbandingan sosial. Penilaian seseorang tentang
diri sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perbandingan dengan orang lain.
Individu memaknai dan menilai dirinya berdasarkan kelompok di mana ia berada serta
individu biasanya menggunakan kelompoknya sendiri sebagai acuan utama. Individu
yang memiliki harga diri positif merupakan individu yang menilai dirinya lebih baik
dibandingkan orang lain. Individu juga memperoleh identitas sosial melalui

keanggotaannya pada kelompok tersebut

Teori ini dikembangkan berdasarkan studi Tajfel dan Turner yang dikenal dengan
istilah minimal group paradigm. Tajfel dan Turner memiliki temuan studi dari teori ini
yakni meskipun dalam kondisi minimal, individu tetap membentuk kelompok, terlihat
dari kecenderungan mereka untuk memberi jumlah yang lebih banyak pada
kelompoknya sendiri. Maksud dari minimal di sini, meskipun individu tidak mengetahui
identitas kelompok sendiri maupun kelompok lain, tidak ada self-interest sama sekali
atau kelompok tersebut tidak mempunyai latar belakang sejarah sama sekali,
seseorang akan tetap membagi diri dan kelompok lain ke dalam dua kelompok yang

berbeda. Individu tetap mengategorikan dirinya dan orang lain ke dalam kelompok yang
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berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk

mengategorisasikan diri dalam kelompok tertentu.

Berbagai studi replikasi kemudian dilakukan untuk menguji kecenderungan ini
dengan menggunakan partisipan dari berbagai kelompok. Tajfel dan Billig membagi
kelompok ke dalam kategori X dan Y untuk membuat kelompok yang terbentuk semakin
‘minimal’ karena tidak didasarkan pada kesamaan minat atau ketertarikan. Temuan
berbagai studi replikasi terhadap minimal group paradigm ini menunjukkan hasil yang
konsisten, yaitu penggolongan individu ke dalam kategori tertentu yang dapat

menimbulkan etnosentrisme dan tingkah laku kompetitif kelompok.

Menurut teori identitas sosial, intergroup bias terjadi karena adanya kebutuhan
anggota kelompok untuk menilai kelompok sendiri dan berarti menilai dirinya sendiri-
secara positif. Bias ini dapat berupa menampilkan perilaku diskriminatif dalam
upayanya untuk meningkatkan harga dirinya atau individu yang tadinya memiliki harga
diri yang rendah (misalnya status rendah dan kelompok marginal) berusaha

meningkatkan harga dirinya agar mencapai tingkat normal.

Bukti tentang adanya intergroup bias terlihat pada studi yang dilakukan Taylor
dan Jaggi. Intergroup bias dapat terlihat dalam berbagai macam bentuk. Salah satu
bentuknya adalah fenomena ultimate attribution error/attribution bias (kecenderungan
untuk memberi penjelasan secara bias), di mana individu cenderung memberikan

penjelasan yang lebih baik terhadap anggota kelompoknya dibandingkan kepada
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anggota kelompok lain® Intergroup dapat timbul dalam bentuk outgroup homogeneity
effect yang merupakan kecenderungan kelompok untuk melihat anggota kelompok lain
lebih homogen dibandingkan dengan anggota kelompok mereka sendirit®. Bentuk

intergroup bias lainnya adalah black sheep effect, yaitu suatu keadaan bila anggota
kelompok melakukan tingkah laku yang buruk dan dianggap menyimpang dari
kelompoknya akan mendapat penilaian lebih buruk dibandingkan hal yang sama yang
dilakukan oleh anggota dari kelompok lain (Marque dkk., 1988). Suatu bentuk intergoup
bias yang agak khusus dan terkait dengan kritisisme antarkelompok adalah intergroup
sensitivity effect atau kecenderungan anggota kelompok untuk lebih mau menerima

kritik dari sesama kelompok sendiri dibandingkan dari anggota kelompok lain.
2.1.2 Strategi Resolusi Konflik

Strategi menurut Daoed Joesoef adalah keseluruhan operasi intelektual dan fisik
yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan dan mengendalikan setiap kegiatan
kolektif di tengah-tengah konflik. Mengingat konflik yang diperkirakan terjadi itu
melibatkan aneka ragam kekuatan, maka strategi cepat terkait dengan politik ang
secara esensial berurusan dengan kekuatan dalam kiathya mengendalikan
pemerintahan, masyarakat merespon aspirasi fundamental dari suatu kolektivitas yaitu
security dan kemakmuran dan kebahagiaan. Strategi merupakan metoda atau cara

terbaik untuk mencapai tujuan, dalam hal ini strategi yang dimaksud adalah bagaimana

? Jones, Wood, dan Quattrone, 1981; Linville dan Jones, 1980
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cara menangani konflik sesuai dengan akar permasalahan konflik dan dinamika konflik

sehingga dapat menyelesaikan konflik dengan pendekatan nir kekerasan.

Menurut Christie, resolusi konflik merupakan istilah yang punya makna luas yang
mengacu pada berbagai bentuk upaya menyelesaikan ketidaksepakatan yang dapat
dimanifestasikan pada berbagai tingkat masyarakat. Resolusi konflik menyediakan
teknik untuk menangani perselisihan dengan cara yang tanpa kekerasan, menghindari
adanya dominasi atau penindasan oleh salah satu pihak atas yang lain, dan
mengeksploitasi satu pihak, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua
manusia. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, dalam suatu resolusi konflik diperlukan
adanya kesepahaman antarpihak terkait dengan kebutuhan yang mereka inginkan yang

kemudian diakomodasikan di dalam satu bentuk kesepakatan bersama.

Dalam teori resolusi konflik, Christie menggunakan istilah Peace psychology di
dalam penelitiannya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan proses psikologis yang terlibat
di dalam pencegahan dan militasi konflik yang destruktif. Bahkan, dalam praktek
resolusi konflik bertujuan untuk memanfaatkan pengetahuan tentang proses psikologis
untuk memaksimalkan potensi positif yang melekat dalam sebuah konflik dan untuk
mencegah konsekuensi yang merusak.

Dalam proses membangun konsep resolusi konflik perlu mempertimbangkan
adanya organisasi atau kelompok-kelompok lokal yang mempunyai kedekatan dengan
sumber konflik dan sangat mengenal pelaku/korban utama, serta kondisi lokal.
Perdamaian positif dalam bentuk empati, solidaritas dan komunitas penduduk menjadi

penting dalam penelitian ini, melalui pendekatan resolusi konflik interaktif (negosiasi)
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dan bila diperlukan konsultasi dengan pihak ketiga (mediasi) disamping menggunakan

karakteristik lokal sebagai pendekatan pemecahan masalah. Dalam konteks ini,

pemikiran Miall tentang tahapan resolusi konflik adalah sebagai berikut:
‘Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa
sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini
mengimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan,
sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah.
Sementara transformasi konflik merupakan pengembangan dari penyelesaian
konflik tujuannya adalah mentransformasikan hubungan sosial yang tidak adil.

Istilah ini juga digunakan untuk memahami proses perdamaian, dimana

transformasi bermakna sebuah wurutan langkah-langkah transisi yang

diperlukan”.ll

Tahapan awal yang diperlukan adalah membedakan antara posisi pihak-pihak
yang bertikai dan kepentingan serta kebutuhan tersembunyi antar pihak — pihak yang
berkonflik, sehingga kepentingan pihak-pihak yang berbeda dapat direkonsiliasikan.
Selanjutnya diperlukan upaya transformasi dalam resolusi konflik nir kekerasan.
Hubungan antara pengendali konflik dengan kekerasan dan penyelesaian konflik tidak
selalu bersifat langsung. Akhirnya akar penyebab konflik dapat tetap ada tanpa
meletusnya konflik kekerasan.

Selanjutnya dalam melihat ruang lingkup resolusi konflik dan mengakhiri konflik
kekerasan, Hugh Miall mengakui fluiditas proses konflik, dimana konflik secara inheren
bersifat dinamis dan penyelesaian konflik harus terlibat dengan pergeseran hubungan
yang kompleks. Banyak teori konflik yang mempertimbangkan persoalan aktor dan

kepentingan sebagai sesuatu yang sudah ada dan berdasarkan landasan ini

Rop cit Miall, 2002:14
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melukiskan usaha untuk menemukan sebuah solusi guna meredakan atau
menghilangkan kontradiksi antar mereka. Meskipun demikian, persoalan aktor dan
kepentingan selalu berubah setiap waktu sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi
dan politik dalam masyarakat. Bahkan jika kita berhubungan dengan aspek non
struktural konflik, seperti preferensi aktor, tidak ada jaminan bagi asumsi stabilitas, yang
biasanya dibuat dalam pendekatan teoritis permainan untuk studi konflik. Hal tersebut
sejalan dengan pendapat Miall yang menyatakan bahwa faktor situasi baru,
pengalaman pembelajaran, interaksi dengan lawan dan pengaruh-pengaruh lainnya
akan memperlihatkan bahwa preferensi aktor bukan sesuatu yang given.

Pendekatan resolusi konflik, diharapkan dapat menunjukkan akar penyebab
konflik, agar memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan dan bertentangan dapat
melakukan rekonsiliasi serta membuka komunikasi. Oleh karena itu proses damai yang
saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh di
semua aspek dan terus menerus untuk memastikan perdamaian permanen dapat
terwujud. Teori tentang transformasi konflik tanpa kekerasan, diperlukan sebagai
sebuah kerangka bagi langkah-langkah analisa menuju pengakhiran konflik, disamping
untuk memikirkan tentang kemungkinan melakukan intervensi dalam konflik. Untuk itu
peneliti mengacu pada pemikiran Miall, tentang lima aspek penting dalam transformasi
konflik. Resolusi konflik dalam kelompok atau antar kelompok, diperlukan transformasi
konflik tanpa kekerasan dengan mengenalisa lima aspek yaitu:

1) Transformasi Konteks. Konflik dilihat dalam konteks lokal, nasional, regional dan

internasional, yang seringkali bersifat kritis bagi kelanjutan konflik. Perubahan
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2)

3)

4)

5)

dalam konteks kadang-kadang dapat mempunyai efek lebih dramatis
dibandingkan perubahan di dalam pihak-pihak yang bertikai atau dalam hubungan
mereka.

Transformasi Struktural. Struktur konflik adalah seperangkat aktor, persoalan dan
tujuan atau hubungan yang tidak sesuai yang merupakan konflik itu sendiri.
Transformasi Aktor. Pihak-pihak yang bertikai harus menentukan kembali arah
mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai dan
mengadopsi perspektif yang berbeda secara radikal.

Transformasi Persoalan. Konflik ditentukan oleh posisi pihak yang bertikai
mengenai berbagai isu. Ketika mereka mengubah posisi, atau ketika persoalan
kehilangan sifatnya yang menyolok mata atau persoalan baru muncul, maka
konflik berubah. Membingkai kembali persoalan dapat membuka jalan bagi
penyelesaian.

Transformasi kelompok dan personal. Pemimpin nasional perlu menyatukan dan
menawarkan rekonsiliasi, pemimpin pemerintah perlu memutuskan untuk
menerima lawan-lawannya ke dalam pemerintah”.

Pemimpin nasional dan lokal mempunyai tanggung jawab pertama dan utama

untuk mencegah, mengelola dan menstransformasikan konflik. Transformasi konflik

mempersyaratkan perubahan nyata dalam kepentingan, tujuan atau definisi dirinya

sendiri atau pihak-pihak yang terlibat.

Permasalahan teoritis, dalam perspektif Hugh Miall, adalah apakah dalam

penyelesaian konflik yang sudah dilakukan selama ini sudah mencerminkan upaya
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rekonsiliasi dan transformasi konflik. Jawaban sementara untuk hal tersebut adalah
belum, karena dinamikanya belum menunjukkan struktur sosial yang lebih adil, dan
kenapa hal itu masih terjadi, karena masih sangat rentan bahwa potensi konflik akan
muncul kembali menjadi konflik terbuka. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk

mendapatkan jawaban secara akademis dan empiris.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dari uraian tersebut diatas, Strategi Resolusi Konflik dalam mengoptimalkan
peran stake holder termasuk komunitas atau organisasi masyarakat di Madiun dan ,

maka dapat dibuat kerangka berpikir dan model analisis penelitian sebagai berikut:

MODEL  ANALISIS

STRATEGI RESOLUSI KONFLIK

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN

ANALISIS KONFLIK

INDENTITAS FLUIDITAS REKONSILIASI
TRANSFORMASI

‘ STAKE HOLDER \

29




Sumber: Peneliti berdasarkan analisis dari beberapa referensi.

Strategi resolusi konflik yang dikembangkan dalam kasus ini adalah melalui
tahapan pertama, identifikasi dan pemetaan konflik dalam rangka mengurai dan
mendalami dinamika konflik yang ada melalui proses pemetaan konflik untuk
menemukan penyebab atau akar konflik. Kedua, menganalisis fenomena konflik yang
terjadi dengan berbagai unsur terkait agar dapat merumuskan strategi resolusi konflik
yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Ketiga, menganalisis dan mengembangkan
strategi resolusi konflik sesuai teori yang digunakan dalam mengatasi konflik atau
merubah dinamika konflik kekerasan menjadi nirkekerasan yang dapat menyentuh akar
konflik, merubah perilaku eksklusif menjadi infklusif, serta membangun dan
mengembangkan budaya damai. Keempat, implentasi dari rancangan strategi oleh
stakeholder terkait termasuk partisipasi komunitas dan masyarakat.

Pada akhirnya perumusan kebijakan lebih mengarah sejauh mana Pemerintahan
Daerah dan aparat terkait lainya melihat urgensi dan pentingnya strategi resolusi konflik
di daerah agar lebih terintegrasi dan bersinergi dalam perumusan kebijakan. Sehingga
dapat merevitalisasi strategi resolusi konflik dengan meningkatkan kesadaran
penanganan konflik secara dini baik individu, kelompok/komunitas, masyarakat, dan
stake holder lainya melalui kelembagaan dalam mencegah dan mengatasi konflik.

Dalam penelitian ini dipertegas bahwa strategi resolusi konflik pemerintah di
daerah adalah menggunakan empat proses perumusan strategi, yakni: analisa
masalah, definisi isu, persepsi masyarakat dan perumusan kebijakan. Dalam

prakteknya ada tiga prasyarat sebuah strategi dalam mendukung kesadaran
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komunitas/kelompok dalam mencegah konflik menurut Teori Identitas Sosial, yakni:
kategorisasi, identitas dan identitas sosial

Peleburan kategorisasi, identitas dan identitas sosial kelompok harus bersumber
pada analisa masalah serta mendefinisikan isu yang berkembang ditengah masyarakat
dan diturunkan dalam bentuk penerimaan persepsi masyarakat luas, misalnya
masyarakat luas merasa dirugikan atas adanya komunitas atau kelompok organisasi
masyarakat yang sering konflik, sehingga komunitas atau kelompok organisasi
masyarakat ini dianggap meresahkan masyarakat. Sedangkan perumusan kebijakan
lebih mengarah sejauh mana Pemerintahan Daerah dan aparat keamanan melihat
urgensi dan pentingnya strategi resolusi konflik pemerintah di daerah serta pihak terkait
lainnya yang terintegrasi dalam perumusan kebijakan. Sehingga dengan adanya
perumusan kebijakan ini, merevitalisasi strategi resolusi konflik dan meningkatnya
kesadaran komunitas/ kelompok dalam mencegah konflik.

Pada bagian prasyarat efektif tidaknya sebuah strategi resolusi konflik mengacu
pada kebutuhan dan pemasalahan yang ada selama ini. hal tersebut termanifestasi
dalam operasionalisasi itu sendiri. Masalah koordinasi menjadi bagian yang serius
untuk dituntaskan. Strategi resolusi konflik akan dapat dipahami oleh setiap kelompok
dalam meningkatkan kesadarannya manakala strategi tersebut memiliki pendekatan
secara personal dalam setiap operasionalisainya. Sedangkan faktor pendukung lainnya
akan memberikan nuansa yang lebih positif dari setiap tujuan yang akan dicapai dalam
bentuk operasionalisasi yang utuh dan terintegrasi.

2.3. Hasil Penelitian relevan
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Telaah terhadap literatur yang relevan dengan topik dan fokus penelitian ini,
dilakukan dengan membuat resume dan tinjauan substansi serta teori yang digunakan,
diantaranya dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebagai berikut:

Sebuah artikel, ‘From Peace Making to Peace Building (The case of Aceh)’ ditulis
oleh Iwan Gardono Sudjatmiko (2004), menggambarkan perkembangan perdamaian
dan dinamika kekuasaan khususnya yang terjadi di Aceh. Resolusi konflik seharusnya
dilihat dari segitiga stake holder, yakni Pemerintah, Masyarakat , baik sebagai pihak
yang berkonflik seperti pelaku dan korban maupun pihak lain yang terkena dampak dari
konflik . Perdamaian adalah sesuatu yang bersifat dinamis, bisa dikatakan perdamaian
negatif dan perdamaian positif, sedangkan yang diharapkan adalah perdamaian positif.

Dalam konteks teori yang digunakan dalam tulisan tersebut, yaitu apa yang
disampaikan oleh Hugh Miall tentang lima jenis perubahan bentuk konflik, maka
perkembangan konflik dapat dikatakan masuk pada tahapan kedua tentang perubahan
struktural yang berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan perubahan selanjutnya
masih dalam proses.

Artikel lain ‘Why The Madurese? Ethnic Conflict in West and East Kalimantan
Compared’, ditulis oleh Huub De Jonge dan Gerben Nooteboom (2006), memberikan
gambaran tentang situasi yang terjadi di Kalimantan dan Aceh, dimana latar belakang
penyebab kekerasan konflik dapat dilihat dari dimensi sikap budaya, kecemburuan
ekonomi, dan Kketerbatasan akses pada sumber daya alam serta kompetisi

politik/kelembagaan pasca Orde Baru. Kalau di Kalimantan konflik terjadi antara suku
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Madura dengan suku Dayak dan suku Melayu, maka di Aceh antara suku Jawa dengan
suku Aceh.

Suku Madura di Kalimantan Timur sebagian besar sebagai pekerja tidak terdidik,
tidak tertarik pada pendidikan, anak-anak mereka sering membantu mencari uang yang
bekerja sebagai buruh bangunan. Kehidupan ekonomi mereka pas-pasan, dapat
dikatakan miskin dibandingkan suku lain, meski ada yang sukses namun tetap tidak
terdidik dan berada pada level masyarakat yang lebih rendah. Mereka kebanyakan
tinggal di kota besar, seperti: di Balikpapan dan Samarinda. Kekerasan di Kalimantan
Timur dapat dikatakan sebagai imbas isu dari Sambas, Sampit dan kekalahan dari suku
Madura. Penyebaran kekerasan sampai ke Samarinda menyebabkan timbulnya sikap
anti suku Madura di Kalimantan Timur.

Sedangkan suku Madura di Kalimantan Barat secara ekonomis cenderung lebih
kaya dibandingkan kelompok suku lain, yang mendorong kecemburuan dan kekaguman
kelompok suku lain. Mereka umumnya lebih terdidik dan banyak tinggal di desa-desa
atau pantai, meski ada sebagian yang tinggal di Pontianak, namun tetap terlihat
eksklusif dari kelompok suku lain. Kekerasan konflik di Kalimantan Barat antara suku
Madura dengan Dayak sudah sering terjadi. Pada masa Orde Baru, suku Dayak
dikesampingkan dalam proses pembangunan ekonomi, terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam, lapangan kerja, termasuk dalam perpolitikan lokal, kultur Dayak
cenderung diabaikan, karena dianggap primitif dan tidak sejalan dengan kultur nasional.
Sedangkan konflik antara suku Madura dengan suku Melayu terjadi karena adanya

luapan kebencian dari suku Melayu terhadap suku Madura. Orang-orang Melayu,

33



mengadakan perlawanan dan pembalasan dibantu oleh suku Dayak serta suku lain
yang ada di wilayah Sambas.

Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua daerah tersebut adalah mengenai
komposisi kesukuan dari populasi, sikap budaya, akses ke sumber alam, dan kompetisi
politis, di samping karakteristik suku Madura dan suku Dayak maupun Melayu. Situasi
yang terjadi di Kalimantan, juga terjadi di Aceh di mana latar belakang dan penyebab
konflik kekerasan juga dapat dilihat dari dimensi sikap budaya, kecemburuan ekonomi,
akses pada sumber daya alam, serta kompetisi politik. Dalam artikel ini, kedua penulis
tidak menguraikan secara eksplisit tentang teori yang digunakan terkait dengan resolusi
konflik.

Dalam artikel ‘Prospect for Peace and Indonesia’s Survival, oleh M.N. Djuli &
Robert Jereski (2002) memberikan gambaran tentang dinamika kekerasan konflik yang
terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Maluku, Papua dan Kalimantan. Sehingga muncul
suatu pertanyaan masih adakah harapan Indonesia untuk survive? Hal tersebut dapat
dianalisa, apakah para pemimpin Indonesia memandang keanekaragaman sebagai hal
yang negatif atau positif, karena mereka terikat pada komitmen mempertahankan
bentuk NKRI dan mencegah timbulnya disintegrasi bangsa.

Artikel lain yang membahas solusi konflik kekerasan di Indonesia adalah
‘Explaining The Violent Solution in Indonesia,” yang ditulis oleh Freek Colombijn (2002).
Tulisan ini memberikan gambaran tentang konflik lokal, sosial, religius, dan kesukuan di
Indonesia. Solusinya cenderung menggunakan kekerasan, karena kekerasan

mempunyai latar belakang historis yang mendalam. Pada akhirnya penggunaan
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kekerasan dipertimbangkan atau dianggap sah, terutama sekali sah untuk melawan
terhadap lawan. Sehingga muncul semangat etnonasionalisme dan primordialisme
berlebihan. Dalam perkembangannya perilaku kejam telah memperoleh aura
revolusioner, terutama di kalangan anak muda dan kelompok — kelompok primordial
yang cenderung eksklusif. Sehingga perlu adanya perubahan managemen strategi
resolusi konflik di Indonesia dengan pendekatan nir kekerasan.

Konflik di Indonesia tidak dapat dilihat dari satu dimensi tertentu, tetapi harus
dipahami dalam suatu kerangka yang kompleks dengan memperhatikan beberapa
aspek serta mencakup berbagai perbedaan agama, etnis, dan kultur. Sebagaimana
yang dilakukan oleh peneliti terdahulu khususnya yang terkait resolusi konflik sosial di
indonesia dengan menganalisis akar konflik dan strategi resolusi konflik. Relevansi dari
beberapa penelitian tersebut, secara substansi ada kesamaan yang signifikan tentang
akar konflik seperti permasalahan identitas sosial, kultur, etnis, politik dan ekonomi.
Sedangkan dalam resolusi konflik lebih mengedepankan tahapan-tahapan rekonsilisi
melalui negosiasi dan mediasi serta implementasi transformasi konflik untuk mendorong

perdamain positif.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Prosedur Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode
kualitatif. ~ Deskripsi dan perincian terhadap penelitian diharapkan dapat
mengungkapkan secara jelas data-data terkait konflik komunitas Beladiri Pencak Silat
SH Teratai dan SH Winongo di Madiun, Jawa Timur. Metode deskriptif analisis dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan
atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta objektivitas yang
tampak atau sebagaimana adanya (das Sein). Dalam usaha mendeskripsikan fakta itu
pada tahap pertama tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di
dalam aspek yang diteliti agar jelas keadaannya atau kondisinya (fact-finding).

Menurut Erlina penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena tertentu
yang diperoleh oleh peneliti dari subyek individu, organisasi, industri atau perspektif

yang lain. 12 Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami

maknanya, sehingga penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan
otentisitas. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang
ditelitinya.

Mengacu pada tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini dilaksanakan melalui

studi kasus yang merupakan kombinasi dari pengamatan untuk memperoleh gambaran

12Er|ina, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntasi dan Manajemen ( Medan: USUS Press, 2008), h. 48-52.
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menyeluruh baik komunitas yang diteliti, kelompok, situasi dan kondisi perkembangan
nasional maupun institusi — institusi terkait untuk menemukan strategi resolusi konflik
dalam mengantisipasi dan meredam potensi konflik antara Komunitas Beladiri Pencak
Silat SH Teratai dengan SH Winongo di Madiun, Jawa Timur.

Dalam penelitian yang menggunakan studi kasus menurut RK. Yin ada beberapa
sumber data yang diperkenankan seperti: dokumen, rekaman, arsip, wawancara,
pengamatan langsung atau observasi'®. Sementara Creswell berpendapat bahwa studi
kasus adalah suatu metodologi atau suatu tipe desain dalam penelitian kualitatif dimana

peneliti melakukan riset pada suatu kasus (a bounded system) pada suatu kurun waktu

secara detail, mendalam dengan teknik observasi, wawancara, audiovisual materials,
document repots, sesuai tema kasus yang dipilih (a case based themes).14
Langkah atau prosedur dalam melaksanakan studi kasus menurut Creswell
adalah sebagai berikut:
1. Menentukan jika riset yang dilakukan apakah tepat dengan metode studi
kasus, termasuk pemahaman yang mendalam atas kasus dan batasan-
batasan ( boundaries) dari kasus yang akan diteliti.

2. Mengindentifikasi kasus.

3. Data collection secara extensive dari observasi, interview, kuesioner,

dokumen, dan audiovisual material.

13
14

Robert K. Yin, Studi Kasus : Desain dan metode ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003),h.9.

Jhon W. Creswell, Qualitative Inquary and Research Desaign: Choosing Among Five Approaches (Lincoln: Sage
Publications, 2007) h.62-78.
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4. Tipe dari analisis bersifat holistic termasuk history of the case dan tahap-

tahap aktivitas dari kasus.

5. Dalam tahap akhir penafsiran, peneliti mendeskripsikan meaning of case”.®

Pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan pandangan
peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif, maksudnya peneliti sangat
menghargai dan memperhatikan pandangan subyektif setiap subyek yang diteliti.
Dalam pandangan Cresswel, “ dalam pendekatan kualitatif maka peneliti harus selalu
memahami pemaknaan individu (subyektif meaning) dari subyek penelitian, dia harus
melakukan interaksi yang intensif dengan pihak yang diteliti, termasuk di dalamnya
harus mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan

analisa terhadap proses-proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang

ditelitinya 16 Di sisi lain metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari fakta

sosial secara empiris, lebih lanjut Creswell menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:
1. Peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukannya hasil
atau produk.
2. Peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat hidup,
pengalaman, dan struktur dunianya masuk akal.
3. Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan
menganalisa data, data didekati melalui instrumen manusia, bukannya

melalui inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.

15 \bid.h. 28.

16 Creswell.J, Qualitative Inquery and Research Design ( Choosing Among Five Traditions, CA : Sage, Thousand

Oaks, 1998), h. 157.
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4. Peneliti kualitatif melibatkan lapangan, peneliti secara fisik berhubungan
dengan orang, latar, lokasi, atau insitusi untuk mengamati atau mencatat
perilaku dalam latar alamiahnya.

5. Penelitian bersifat diskriptif, dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna,
dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.

6. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif’. 1’

Sedangkan prosedur Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan desain penelitian

Peneliti melakukan pra-penelitian guna membentuk pengertian awal
tentang obyek penelitian yang akan diteliti. Perencanaan-perencanaan penelitian
diformulasikan melalui penelitian kepustakaan dan penentuan jadwal dan tempat
penelitian. Dalam tahapan ini juga dilakukan penentuan awal tentang pemilihan
informan. Keluaran dari tahapan ini adalah desain penelitian yang terangkum
dalam usulan penelitian.

2. Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan penelitian
kepustakaan (library research). Dalam tahapan pengumpulan data juga
dilakukan dengan melakukan teknik wawancara kepada informan yang dipilih.

Keluaran dari tahapan ini adalah transkrips (transcript) wawancara dengan

informan.

1 bid, h.140.
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3. Validasi Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan metode dan teknik triangulasi yang
dilakukan dengan mencocokkan antara hasil wawancara dengan penelitian
kepustakaan, uraian rinci (thick description), melalui uraian terhadap data yang
diperoleh dan tempat data tersebut didapatkan, serta audit kebergantungan yang
dilakukan dengan menelusuri dan memeriksa jalannya penelitian secara
keseluruhan. Keluaran dari tahapan ini adalah akurasi dan keabsahan data
penelitian yang diperoleh untuk selanjutnya dapat dianalisis lebih mendalam.
4. Analisis Data

Hasil wawancara dianalisis, sedangkan yang berkaitan dengan thema
penelitian diformulasikan. Secara teknis, informasi yang diberikan oleh informan
pada saat wawancara kemudian dinilai atau dibobotkan sesuai dengan derajat
stratifikasi dari thema penelitian.
5. Tahap Akhir

Finalisasi analisis strategi resolusi konflik sosial di madiun dan . Pada
tahap Ini dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi secara lebih teliti.
Hasil akhir dari tahapan ini adalah penemuan dan pengembangan strategi
resolusi konflik sosial khususnya di Madiun dan Jawa Timur.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
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Penelitian ini dilakukan di Madiun dan Jawa Timur. Sedangkan waktu
pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlangsung sejak bulan Maret 2018 sampai

dengan bulan September 2018.

3.3 Datadan sumber data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Data primer

Data primer berasal dari hasil wawancara dengan para informan terkait
strategi resolusi konflik antara komunitas beladiri pencak silat SH Teratai dengan
SH Winongo yang terjadi di Madiun dan Jawa Timur .
2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang mendukung data primer. Data dari
sumber dokumen maupun literatur yang relevan dengan substansi penelitian,
sehingga dapat menganalisis jawaban penelitian sesuai dengan pertanyaan

penelitian. Hal tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi
yang dapat menjelaskan jawaban dari permasalahan suatu penelitian secara obyektif.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
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Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data baik dari
sumber dokumen maupun literatur yang secara substantif relevan dengan tema
penelitian.

2.  Observasi
Observasi yang dilakukan oleh Peneliti terhadap komunitas beladiri
pencak silat SH Teratai dengan SH Winongo di Madiun dan Jawa Timur.
3. Wawancara tak berstruktur

Salah satu teknik pengumpulan data yang relevan dalam penelitian ini

adalah wawancara mendalam atau biasa dikenal dengan istilah wawancara tak

berstruktur. Wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang didasarkan
oleh rasa skeptis yang tinggi18. Wawancara mendalam dilakukan secara

langsung, dan dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, sehingga
menuntut kepekaan peneliti untuk bagaimana membangun hubungan yang baik
dengan informan, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta dilapangan.
Hubungan yang berlangsung terus menerus dalam penelitian kualitatif
dikemas dengan pengertian bahwa wawancara bukan sekedar alat dan bagian
semata, tapi lebih dari pada itu merupakan suatu seni peneliti agar dapat
membangun raport yang baik dengan subyek penelitian dan sangat membantu
proses penelitian. Menurut James dan Dean Koeswara,” wawancara hendaknya

tidak hanya dilihat sebagai seni saja, wawancara menurut mereka merupakan

18 Djaali H, Farouk, Metode Penelitian Sosial, Bunga Rampai ( Jakarta : PTIK Perss, 2003), h.7.
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seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan dapat memberi kenikmatan

dan kepuasan”.19

Wawancara terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan
snowball yaitu memilih informan berdasarkan ekomendasi dari informan pertama
yang dinilai oleh Peneliti sebagai informan yang representatif terhadap data yang
dibutuhkan.
3.5 Prosedur Analisis Data

Strategi umum dalam melakukan analisis data dibedakan kedalam dua kategori
yaitu mendasarkan pada proposisi teoritis dan pengembangan studi kasus. Strategi
pertama mendasarkan pada proposisi teoritis. Berdasarkan proposisi teori ini akan
diketahui urutan — urutan peristiva yang akan diteliti dan selanjutnya menyusun
pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan keterkaitan peristiwa tersebut.

Sedangkan strategi kedua adalah pengembangan studi kasus berarti mengembangkan
suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan suatu kasus.?? Pada analisis

data, Miles dan Huberman menegaskan bahwa teknik analisis data penelitian kualitatif
terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait, yaitu
1. Kondensasi data;

2. Penyajian data; dan

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.21

19 James, Dean, Methode and Issues in Social Research, terjemahan Koeswara cs, Metode dan Masalah Penelitian

Sosial ( Jakarta : PT Refika, 1999), h. 305.
200p. Cit. Robert K. Yin, h.136-137
21A. Michael huberman dan mattew B. Miles,” ManajemenData dan MetodeAnalisis” dalam Handbook of
Qualitative Research, eds. Norman K denzin dan Yvonna S. Lincolin, terjemahan Dariyatno, dkk ( Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009) h.591
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Analisis data kualitatif merupakan upaya berkelanjutan, berulang dan terus
menerus. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis
dilapangan. Penarikan atau pengambilan kesimpulan (conclusion/verification) dilakukan
untuk memberikan makna terhadap data yang dianalisis, yang mengacu kepada
jawaban pertanyaan penelitian. Dalam penarikan dan pengambilan kesimpulan
dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan
penelitian ini, khususnya dalam akurasi jawaban dari informan. Setelah itu dilakukan,
maka peneliti baru dapat mengambil kesimpulan akhir
3.6 Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga pemeriksaan
keabsahan (validasi) data menerapkan dengan teknik pemeriksaan keabsahan data
kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong ada empat kriteria yang digunakan dalam
pemeriksaan keabsahan data kualitatif, “derajat kepercayaan (credibility), keteralihan
(transferability), kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability)”.

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang digunakan untuk mengukur derajat
kepercayaan adalah dengan teknik triangulasi dalam rangka membandingkan data hasil

wawancara dengan observasi dan data hasil studi kepustakaan.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Penyebab Konflik

4.1.1 Faktor Kultural

Faktor kultural dalam konflik yang terjadi antara komunitas bela diri pencak silat
Setia Hati Teratai dengan Setia Hati Winongo di Madiun dan menjadi penting karena
keberadaannya dalam melihat kondisi kedua perguruan pencak silat yang tumbuh
dalam kehidupan masyarakat secara turun menurun. Sehingga menjadi budaya yang
tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Madiun dan .

Aspek historis dan budaya menjadi bagian yang sangat penting untuk dilihat
lebih jauh dalam perkembangan konflik yang sering terjadi antara Setia Hati Teratai
dengan Setia Hati Winongo. Penelusuran terhadap nilai-nilai yang melahirkan sikap dan
tradisi dalam periode sejarah. Hal tersebut menjadi masalah atau faktor penyebab
konflik dalam nilai tradisi masing-masing kelompok karena untuk kepentingan
penguatan identitas dan kohesifitasnya masing-masing. Kondisi tersebut menjadi
persoalan utama ketika berhadapan dengan pihak lain sehingga memunculkan
kecenderungan sikap intoleransi, fenomena tersebut sangat dipengaruhi faktor sejarah
dari kedua komunitas bela diri pencak silat SH Terate dengan SH Winongo yang
memiliki asal-usul yang sama. Dalam perspektif kultural, peneliti membedakan temuan

hasil penelitian dari aspek historis dan budaya.
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4.1.1.1 Aspek Historis

Konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Winongo Tunas
Muda tidak lepas dari latar sejarah kedua perguruan silat tersebut. Pada mulanya,
keduanya merupakan satu perguruan, yaitu Perguruan Setia Hati. Perguruan Setia Hati
sendiri berawal dari perkumpulan pencak silat yang anggotanya disebut “Sedulur
Tunggal Kecer” yang didirikan oleh Ki Ngabei Soerodiwiryo dari Madiun pada hari
Jumat Legi 10 Syuro 1323 H atau tahun 1903 M di Kampung Tambak Gringsing
Surabaya. Ki Ngabehi Soerodiwirjo sebagai tokoh pendiri merupakan sosok sentral
dalam Perguruan Setia Hati. Persaudaraan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo

Tunas Muda sama-sama masih menjunjung tinggi Ki Ngabehi . Setiap anggota baru

yang masuk diperkenalkan dulu dengan tokoh pendiri tersebut.??

Di masa mudanya, Ki Ngabehi Soerodiwirjo merupakan sosok pengelana yang
haus akan ilmu. la sangat mencintai budaya Indonesia, termasuk seni bela diri pencak
silat Nusantara. la juga dikenal sebagai sosok yang religius sehingga perguruan pencak
silathya penuh dengan muatan-muatan keagamaan.Setahun setelah lulus Sekolah
Rakyat, Ki Ngabehi bekerja sebagai juru tulis di Kantor Kontrolis Jombang. Sambil
belajar mengaji, Ki Ngabehi belajar pencak silat yang di kemudian hari menjadi dasar
dari kegemarannya memperdalam pencak silat. Pada tahun 1885 pindah kerja magang
di kantor Kontrolir Bandung. Disini ia juga belajar pencak silat dari pendekar-pendekar

Priaangan, sehingga memperoleh jurus-jurus seperti: Cimande, Cikalong, Cipetir,

22Djimat Hendro Soewarno, Pusaka Pencak Silat Dalam Tiga Zaman Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas
Muda”,1994. Setia Hati Winongo. Madiun. Hal. 18.
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Cibeduyut, Cimelaya, Ciampas, dan Sumedangan. Pada tahun 1886 pindah ke Betawi
(Jakarta) dan memperdalam pencak silat sampai akhirnya menguasai jurus-jurus
seperti: Betawen, Kwitang, Monyetan, dan Permainan Toya (Stok spel). Pada tahun
1887 ikut Kontrolir Belanda ke Bengkulu dan disana juga belajar pencak silat yang

gerakannya mirip seperti jurus-jurus di daerah Jawa Barat.

Pada pertengahan tahun 1887, Ki Ngabehi ikut Kontrolir Belanda pindah ke
Padang dan tetap bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Di daerah Padang Hulu
dan Padang Hilir, ia tetap memperdalam pencak silat yang gerakannya berbeda dengan
pencak silat dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di daerah tersebut,
Ki Ngabehi berguru kepada seorang pendekar dan guru ilmu kebatinan yang bernama
Datuk Raja Betua dari Kampung Alai Kecamatan Pauh Kota Padang. Ki Ngabehi
belajar pencak silat kepada Pendekar Datuk Raja Betua selama 10 (sepuluh) tahun dan
memperoleh tambahan jurus-jurus dari daerah Padang, yaitu: Bungus, Fort de Kock,
Alang Lawas, Lintau, Alang, Simpai, dan Sterlak. Sebagai tanda lulus, Ki Ngabehi
mempersembahkan hadiah kepada gurunya tersebut berupa pakaian hitam-hitam.
Setelah tiga tahun di Bandung, pada tahun 1903 Ki Ngabehi kembali ke Surabaya dan
menjabat sebagai Polisi Dienar hingga mencapai pangkat Sersan Mayor. Di Surabaya,
Ki Ngabehi dikenal keberaniannya dalam memberantas kejahatan. Dan pada tahun

inilah Ki Ngabehi mendirikan Persaudaraan “Sadulur Tunggal Kecer”. Pada tahun 1924,
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Ki Ngabehi dan isterinya Nyi Sarijati pindah ke Madiun, tinggal menetap di Desa

Winongo dan bekerja di Magazijn D.K.A. Madiun.23

Setelah menetap di Madiun, Ki Ngabehi mengaktifkan kembali perkumpulan
“Sedulur Tunggal Kecer” yang didirikannya di Surabaya. Nama pencak silatnya saat itu
disebut “Djojo Gendilo Tjipto Muljo”. Pada tahun 1917, pencak silat ini mulai populer
setelah melakukan demonstarsi secara terbuka di alun-alun Madiun. Masyarakat
menyaksikan dengan antusias karena gerakannya yang unik, penuh seni, dan
bertenaga. Pada tahun yang sama “Djojo Gendilo Tjipto Muljo” diganti namanya dengan
"Setia Hati” yang disingkat SH agar sesuai dengan keadaan zaman (Singgih, 1963:10).
Perkembangan keanggotaan disaat itu masih relatif lambat karena keanggotaannya

terbatas pada kalangan kerabat dan kawan-kawan terdekat.

Salah satu diantara murid Ki Ngabei adalah Ki Hadjar Hardjo Oetomo. Melihat
potensi "Setia Hati”, Ki Hadjar Hardjo Oetomo ingin menyebarkan ilmu Setia Hati ke
masyarakat luas hingga ke lapisan bawah. Gagasan ini terkendala oleh doktrin bahwa
penyebaran ilmu SH tidak bisa dilakukan kepada semua orang dan di semua tempat. Ki
Hadjar Hardjo Oetomo juga ingin menjadikan Perguruan Setia Hati sebagai alat
perjuangan melawan penjajahan. Ki Hadjar kemudian memberanikan diri mendirikan
perguruan dengan nama Setia Hati Pencak Sport Club pada tahun 1922 di tanah
kelahirannya di Desa Pilangbangau Madiun. Perguruan tersebut merupakan cikal bakal

perguruan silat yang kini dikenal dengan Persaudaraan Setia Hati Terate. Ki Ngabei

23pid, hal 20.
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Soerodiwiryo tidak secara eksplisit melarang atau merestuinya karena itu dianggap

sebagai tanggung jawab pribadi Ki Hadjar Hardjo Oetomo (Maksum, 2009:105).

Pada tahun 1933, Ki Ngabehi Soerodiwirjo pensiun dari jabatannya dan
berkonsentrasi mengelola perguruan. Pada tahun, 1944 Ki Ngabei Soerodiwirjo
memberikan pelajaran di Balong kepada Koesni dan Soerjatjaroko. Kegiatan tersebut
menjadi pelajaran terakhir yang diberikannya karena kemudian ia jatuh sakit dan wafat

pada hari Jumat Legi 10 November 1944 di rumah kediamannya di Winongo.

Sebelum wafat, Ki Ngabei Soerodiwiryo berpesan agar dibacakan ayat suci
Alguran. Untuk memenuhi pesan tersebut, Naib Jiwan sat itu membacakan
membacakan Surat al-Qadr yang pokok-pokok isinya tentang turunnya wahyu Al-Quran
pada malam Lailatul Qadar. Ki Ngabei Soerodiwiryo juga berpesan agar saudara-
saudara Setia Hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir bathin dan memberi maaf
kepadanya dengan tulus ikhlas. Pesan lain dari Ki Ngabei berwasiat adalah agar rumah
dan pekarangannya diwakafkan kepada Setia Hati dan selama Nyi Ngabei Soerodiwiryo

masih hidup tetap menetap di rumah tersebut.

Sepeninggal Ki Ngabehi, SH yang berpusat di kediaman Ki Ngabehi diketuai oleh
Koesnendar yang kini dikenal dengan Persaudaraan Setia Hati Panti. Persaudaraan
Setia Hati Panti merupakan sebutan bagi Persaudaraan Setia Hati yang berada di
Panti, yaitu di Rumah kediaman Ki.Ngabehi Soerodiwirjo di JI. Gajah Mada No. 14
Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. SH Panti hingga saat ini tidak masuk

IPSI dan hanya merupakan paguyuban. Sampai dengan tahun 1960-an, perkembangan
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SH Panti kurang menggembirakan karena kurangnya penerimaan anggota baru dan
beberapa anggota senior wafat. Kalangan muda di SH Panti berinisiatif untuk

membangkitkan kembali Perguruan Setia Hati. Pada tanggal 15 Oktober 1965, R.
Djimat Hendro Soewarno mendirikan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda.?*

Perguruan ini berpusat di kediamannya yang juga berada di Kelurahan Winongo
Madiun. Namun demikian, meski sama-sama berpusat di Winongo, SH Winongo Tunas

Muda dan SH Panti tidak ada hubungan organisatoris.

Lacakan sejarah di atas memperlihatkan dinamika internal di Perguruan Setia
Hati yang berakibat pada perpecahan. Perpecahan tersebut disebabkan perbedaan
strategi pengembangan perguruan. Ki Ngabehi Soerodiwirjo ingin mengawal secara
ketat perkembangan perguruan Setia Hati. Ki Ngabehi Soerodiwirjo ingin agar ilmu
Setia Hati tetap terjaga kualitasnya sehingga sangat selektif dalam menerima anggota
baru. Sementara itu, Ki Hadjar Hardjo Oetomo ingin agar Setia Hati lebih terbuka
sehingga dapat lebih mudah diterima di kalangan masyarakat luas. Demikian pula R.
Djimat Hendro Soewarno dengan Setia Hati Winongo Tunas Mudanya juga ingin
mengembangkan perguruan dengan lebih terbuka seperti halnya SH Terate. Sampai
tahap tersebut, dinamika hubungan antara ketiga SH tersebut tidak diwarnai konflik
terbuka dan nirkekerasan. Kedua perguruan tersebut saling berdampingan dengan

damai.

241pbid, hal 99.
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Benih konflik kekerasan mulai mengemuka ketika beberapa pendekar SH
Winongo dan SH Terate terlibat dalam konflik politik pasca Peristiwva G30S-PKI1965.
Beberapa pendekar dari kedua perguruan terlibat bentrok fisik karena peristiwa politik
tersebut, meskipun kedua perguruan silat sebenarnya tidak berafiliasi ke salah satu
partai politik. Sejak saat itu mulai sering terjadi perkelahian antarpendekar di berbagai
pelosok Madiun. Perkelahian yang juga melibatkan senjata tajam tersebut tidak jarang
berakhir dengan kematian salah satu pihak. Madiun saat itu bagaikan zona perang para
pendekar silat. Di berbagai sudut kota dan kampung tugu dan terdapat grafiti yang
menunjukkan identitas kelompok pendekar yang menguasai kawasan tersebut.
Pendekar SH Terate menggunakan istilah SHT (Setia Hati Terate) untuk menandai
basisnya. sementara SH Winongo menggunakan istilah STK (Sedulur Tunggal Kecer).
SH Winongo Tunas Muda memiliki basis kuat di daerah Madiun kota, sementara SH

Terate mengakar di daerah Kabupaten Madiun.

Pada era tahun 1990-an banyak anggota baru yang masuk, terutama dari
kalangan remaja usia 17 tahun. Di SH Winongo, sebelum menjadi anggota, mereka
"dikecer” dulu rohaninya dan setelah lulus dari "keceran” tersebut barulah disahkan
menjadi "saudara” di bawah sumpah perguruan dan berhak mendapat pendidikan dan
latihan silat. Pencak silat hanyalah daya tariknya, yang terpenting adalah
kerohaniannya. Oleh karena itu, SH Winongo tidak punya padepokan. Kantor pusat
adalah rumah pribadi almarhum pendiri R. Djimat Hendro Soewarno. Anggota baru

masuk melalui pengurus ranting dengan disertai ijin dari orang tua, tidak langsung ke
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pusat. Usia minimal 17 tahun dengan asumsi sudah memasuki usia dewasa sehingga

secara psikologis sudah stabil.

Strategi tersebut berbeda dengan di SH Terate. Anggota baru dapat disahkan
menjadi "warga” setelah melalui keceran” yang cukup lama, baik fisik maupun rohani.
Keberadaan anggota baru dari kalangan remaja tersebut menjadi tantangan bagi kedua
perguruan. Status sebagai pendekar merupakan kebanggan tersendiri bagi mereka di
tengah proses pencarian jati diri. Mereka seringkali mudah terpancing emosinya dan
mengabaikan kode etik atau sumpah perguruan. Peristiwa kecil saja dapat memicu
bentrok fisik, tidak saja perorangan, melainkan melibatkan massa pendukung kedua

perguruan karena rasa solidaritas sehingga menjadi kekerasan massal.

Di SH Winongo, anggota yang melanggar sumpah, maka Tuhanlah yang akan
menghukumnya sendiri sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan.25 Pelanggaran

itu dianggap sebagai penyimpangan dan risiko ditanggung anggota sendiri. Pihak
organisasi hanya menegur dan berusaha meluruskan saja. Tidak ada istilah pemecatan
sekalipun telah menyatakan keluar karena sudah satu sumpah. Kalau yang
bersangkutan sakit misalnya, tetap ditengok karena dianggap tetap masih saudara.

Apabila pelanggaran tersebut telah menyangkut perkara hukum, maka diserahkan

kepada aparat penegak hukum. 28

a. Pendirian Setia Hati Winongo

25Ibid, hal 24. Bab V Sumpah Setia Hati

26\Wawancara Bersama Pengasuh SH Tunas Muda Winongo, R. Agus Wiyono Santoso pada hari Selasa .
25 September 2018
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Persaudaraan Setia Hati didirikan oleh Ki Ngabehi Soerodiwirjo pada tahun 1903
dikota Surabaya, setelah beliau pulang dari perantauannya menuntut ilmu ke Jawa
Barat, Bengkulu, Sumatra Barat dan Aceh. Semula namanya bukan Setia Hati akan
tetapi “Sedulur Tunggal Kecer-Langen Mardi Harjo” dengan permainan pencaknya
dinamakan “Joyo Gendilo Cipto Mulyo” (Wawancara dengan Ketua SH Winongo 10
Agustus 2015)

Pada tahun 1914 beliau mendapat surat dari saudara ‘Tunggal Kecer’ di
Surabaya untuk dicarikan kerja pada Jawatan Kereta Api di Kalimas (Mulai tahun 1912
beliau berada di Tegal). Kerja setahun di Kalimas Surabaya, beliau dipindahkan kerja di
Madiun yaitu di Bengkel Kereta Api Madiun. Di Kota Madiun ini Ki Ngabehi
Soerodiwiryo tidak tinggal diam, beliau mengajar pencak silat dengan nama sama
“Sedulur Tunggal Kecer”.

Pada tahun 1917 Saudara saudara pegawai KA dari bengkel KA dan pegawai
Topografi Madiun juga minta pelajaran ‘pencak silat’ dan atas kesepakatan bersama
seluruh kadang “Sedulur Tunggal Kecer’. beliau mengganti nama persaudaraan
menjadi “Persaudaraan Setia Hati”. Setelah perubahan nama ini Persaudaan dikenal
dengan nama SH Winongo disebabkan Ki Ngabehi Soerodiwirjo bertempat tinggal
didesa Winongo Madiun. Persaudaraan Setia Hati (SH Winongo) memang
mendapatkan hati di masyarakat waktu itu, namun kurang dapat berkembang. Ini
semua disebabkan karena persaudaraan bersifat ‘paguyuban’ yang terlihat di SH
Winongo, jadi bukan merupakan ‘organisasi persaudaraan’. Juga di dalam

Persaudaraan SH Winongo dikehendaki ‘Sang Juru Kecer Tunggal’ yang
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melaksanakan tugas pengeceran para warga baru. Ki Ngabehi Soerodiwiryo
merupakan ‘Central Figur dari SH Winongo, sedangkan pada saat itu telah ada
beberapa siswa tertua yang telah menerima ‘limu Setia Hati’ sampai dengan tataran 3
trap (tingkat-3). Terutama lagi didalam kenyataan para saudara yang berlatih di SH
Winongo waktu itu hanya terdiri dari para bangsawan dan para Pangreh Projo (pegawai
pemerintah pada jamannya), sehingga rakyat jelata yang kurang mampu sukar dapat
menjadi warga dari SH Winongo (Hasil wawancara dengan Agus, 10 Agustus 2015).

Beberapa saudara tertua dari SH Winongo yang sudah menamatkan
pelajarannya dari Ki Ngabehi Soerodiwirjo, antara lain Moenandar Hardjowijoto dari
Ngrambe Ngawi dan Hardjo Oetomo dari desa Pilangbango Madiun. Beliau-beliau
tersebut mempunyai pandangan yang lain tentang arti persaudaraan didalam
masyarakat, dimana beliau beliau tersebut mempunyai ‘jiwa kebangsaan’ dan rasa
patriotisme yang tinggi terhadap penderitaan rakyat ditengah tengah penindasan dan
kesewenang wenangan penjajah Belanda saat itu.

Jiwa Patriotisme yang tinggi ini ditunjukkan Hardjo Oetomo dengan bantuan
teman temannya dari desa Pilangbango Madiun, dengan penuh rasa keberanian
menghadang rangkaian kereta api yang lewat membawa tentara Belanda ataupun
mengangkut perbekalan militer Belanda dari satu kota kekota lain.Rangkaian Kereta Api
yang membawa pasukan atau perbekalan itu dilempari dengan batu batu besar yang
mengakibatkan kerusakan dan kepanikan dari pihak penjajah Belanda waktu itu.

Kejadian tersebut berulang ulang terjadi sampai akhirnya Hardjo Oetomo tertangkap
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PID Belanda dan mendapatkan vonis hukuman kurungan di penjara Cipinang Jakarta
selama 8 tahun.

Jiwa Patriotis yang lain juga ditunjukkan Moenandar Hardjowiyoto dari desa
Ngrambe yang mana beliau merasa tidak puas terhadap cara Ki Ngabehi Soerodiwirjo
menegakkan aturan persaudaraan di kalangan warga SH Winongo, dimana anggota
terbanyak yang bisa masuk sebagai warga hanya dari kalangan ningrat dan pegawai
pangreh projo saja. Klimaks dari rasa ketidak puasan ini diperlihatkan sewaktu Ki
Ngabehi Soerodiwirjo melatih Sinyo Belanda dan sudah sampai jurus ke-20 tingkat-1.
Oleh Ki Ngabehi Soerodiwirjo menyuruh Moenandar untuk menemani ‘sambung
persaudaraan’ dan ternyata oleh Moenandar, Sinyo Belanda itu dihajar sampai pingsan
sehingga menimbulkan kemarahan yang amat sangat dari Ki Ngabehi Soerodiwirjo.

Tahun 1932 Moenandar Hardjowijoto beserta beberapa saudara dari SH
memohon idzin (palilah) dari Ouweheer (saudara tertua) Ki Ngabehi Soerodiwirjo untuk
mendirikan Persaudaraan Setia Hati yang menggunakan Organisasi sebagai sarana
mengatur rumah-tangga, yang pada dasarnya Ki Ngabehi Soerodiwirjo nglegani
mengijinkan nya , beliau berjanji akan datang pada Pertemuan pertama Saudara Warga
Setya Hati ( SH ) tanggal 22 Mei 1932 di Semarang. Beliau tidak dapat datang pada
‘musyawarah’ di Semarang pada waktu itu karena pergi ke Surabaya dan menimbulkan
kekecewaan para saudara SH yang datang, akhirnya diputuskan secara aklamasi
dalam musyawarah, berdirinya Pengurus Besar Setia Hati Organisasi (SHO) dan

Moenandar Hardjowijoto sebagai ‘Ketua’ nya, dengan tidak berminat mengganggu SH
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Winongo dibawah kepemimpinan Ki Ngabehi Soerodiwirjo, dengan kata lain ‘berpisah
tetapi satu tujuan’.

Dan di dalam kenyataannnya Moenandar Hardjowijoto memang sudah diijinkan
dan di restui Ki Ngabehi Soerodiwirjo untuk berdiri sendiri menjadi Juru Kecer dan

memisahkan diri dari SH Winongo.

b. Pendirian Setia Hati Terate

Cikal bakal Setia Hati Terate adalah Setia Hati Pemuda Sport Club (SH PSC),
perguruan pencak silat yang didirikan oleh Hardjo Utomo. Beliau merupakan murid dari
Ki Ngabehi Soerodiwirjo pendiri aliran pencak silat Setia Hati. Pada tahun 1942 Setia
Hati Pemuda Sport Club (SH PHC) berganti nama menjadi Setia Hati Terate (SH
Terate). Nama ini merupakan usulan Soeratno Sorengpati, tokoh perintis kemerdekaan
dari Indonesia Muda yang merupakan salah satu siswa SH Terate saat itu. Salah satu
alasan yang mendasari pergantian nama itu, antara lain agar SH PSC tidak lagi dicap
sebagai pemberontak seperti pada zaman penjajahan Belanda. Sekalipun sudah
berubah nama menjadi SH Terate, konsep komunikasi yang dikembangkan di kalangan
warga SH Terate pada era ini masih tetap memakai konsep paguron (perguruan)
pencak silat. Hirarki kepemimpinan masih dipegang guru, dalam hal ini Hardjo Oetomo.

Pada tahun 1948 diadakan konferensi pertama yang dilaksanankan antar warga
Setia Hati Terate. Dalam konferensi ini menghasilkan bahwa kegiatan latihan beladiri
mulai diamanatkan kepada murid-muridnya. Selain itu, digagas perubahan sistem
komunikasi di tubuh SH Terate. Perubahan tersebut, yakni dari sistem perguruan

pencak silat ke sistem organisasi persaudaraan. Selanjutnya pada tahun 1950 Ki
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Hadjar Hardjo Oetomo mendapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah RI
sebagai pahlawan perintis kemerdekaan RI. Penghargaan ini diberikan atas jasa beliau
berjuang melawan Belanda. Pada tanggal 12 April 1952 Ki Hadjar Hardjo Oetomo wafat
dan jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Kelurahan

Pilangbango, Madiun.

4.1.1.2 Aspek Budaya

a. Suran Agung

Suran Agung merupakan salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh
perguruan silat PSH Winongo Tunas Muda yang diadakan setiap bulan
Muharam dalan kalender Hijriah atau bulan Sura dalam kalender Jawa.
Kegiatan ini dipusatkan di jalan Doho Kelurahan Winongo Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun. Suran Agung dihadiri oleh anggota dari
kota/kabupaten, bahkan dari luar negeri. Tradisi Suran Agung tahun 2018 juga

bertepatan dengan HUT PSH Winongo Tunas Muda yang saat ini berusia 117
tahun.?’ Dalam Suran Agung Tahun ini (2018) dihadiri kurang lebih 9.500

anggota PSH Winongo terdiri dari Perwakilan ketu cabang, Perwakilan ketua

ranting dan perwakilan Sub-ranting PSH Winongo se-Provinsi Jawa Timur.

Perayaan Suran Agung tidak lepas dari tradisi selamatan masyarakat
Jawa dalam menyambut bulan Sura atau Muharam. Pada awalnya

diselenggarakan dengan sederhana pada masa Ki Ngabehi Soerodiwirjo masih

27Radar Madiun, “Tradisi ratusan Tahun tetap Terjaga” , radar Madiun 23 September 2018 hal 26
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hidup, yaitu dengan membuat "bubur Suro” yang dianggap cukup memenuhi
kebutuhan. Selain untuk menikmati hidangan selamatan yang sederhana itu
juga untuk memperingati pergantian tahun baru, mengadakan "sambung” yang
sifatnya bukan latihan, melainkan untuk menunjukkan rasa gembira
menyambut bulan Sura. Sura sendiri berasal dari kata bahasa Arab "As-syura”
yang berarti musyawarah. Makna musyawarah bulan Sura tersebut
direalisasikan dengan permainan "sambung menyambung menjadi satu”, satu

pendapat, dari sepakat menjadi mufakat (Singgih dkk, 1963:24).

Pada mulanya Perayaan Suran dihadiri oleh para anggota yang
berdomisili di Kota Madiun, namun sejak tahun 1931 dihadiri oleh anggota-
anggota dari luar Kota Madiun dan diadakan pula di luar Kota Madiun karena
sekaligus untuk memperingati ulang tahun berdirinya Persaudaraan Setia Hati.
Peringatan di Kota Madiun saat itu menjadi penting karena merupakan
kesempatan untuk bertemu dengan Ki Ngabehi Soerodiwirjo. Melalui Perayaan
Suran tersebut diharapkan agar tali persaudaraan dapat semakin dipererat dan
diperkokoh sehingga dijadikan tradisi yang melembaga setiap tahun.
Peringatan Suran mulai dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 1950
sepeninggal Ki Ngabehi Soerodiwirjo pada tahun 1944 dan setelah sempat

dihentikan karena pada masa agresi militer Belanda kedua.

Setelah acara Suran Agung biasanya massa anggota Persaudaraan
Setia Hati Tunas Muda Winongo dari berbagai daerah langsung mengadakan

konvoi di jalan protokol Kota Madiun dengan kostum hitam-hitam. Massa
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berputar mengelilingi Kota Madiun, sebelum akhirnya kembali ke daerah
masing-masing. Agenda tahunan inilah yang menjadi salah satu momentum
yang rawan konflik. Konvoi pada momentum-momentum tersebut sering terjadi

bentrok massal di sepanjang rute yang dilewati.

Sedangkan bagi PSH Terate mereka umumnya merayakan Suran
Agung pada malam 1 Suro atau 1 Muharram. Tradisi yang dilakukan oleh para
pesilat PSH Teratelaksanakan tradisi nyekar di makam pendiri PSH Terate Ki.
Hardjo Oetomo di TPU Pilangbango dan RM Imam Koesopangat tokoh

pengembang PSHT di TPU Taman dan makam Tarmadji Boedi Harsono

mantan ketua umum PSHT di TPU Nambangan Kidul.2® Tradisi nyekar ke

makam para Sesepuh PSH Terate ini berlangsung selama dua hari tanggal 10-
11 September 2018 yang dihadiri oleh 6.000 anggota PSH Terate dari berbagai

daerah di Jawa Timur.

Dalam agenda Suran Agung yang tahun 2018 pihak Kepolisian Resort
Madiun Kota menggelar Operasi Aman Suro 2018 yang berlangsung selama
sebelas hari, polisi membagi kegiatan Suran Agung dari masing masing
perguruan, pertama mulai 8-13 September untuk kegiatan bagi PSH Terate.
Dan tahap kedua berlangsung mulai 21-25 September untuk kegiatan PSH

Winongo Tunas Muda. Dalam operasi ini sebanyak 1.230 personel gabungan

28Radar Madiun , “Pegang Teguh Tradisi , Polisi Tetapkan Zero Mobilisasi Massa”, Radar Madiun 11 September

2018, hal 1
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dilibatkan untuk mengamankan kegiatan Suran Agung 2018 sehingga

pelaksanaan Suran Agung tahun ini berjalan kondusif.?°

Selain pengamanan gabungan dari TNI dan Polri, pengamanan juga
melibatkan Satgas Sentot Alibasya Prawirodirdjo, satga ini merupakan

gabungan perguruan silat se-Kota Madiun yang tergabung dalam Paguyuban

Kampung Pesilat. 30
b. Halal Bihalal

Perguruan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo setiap tahun
juga menyelenggarakan kegiatan halal bihalal yang dipusatkan di Kantor Pusat
Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Ribuan orang anggota dari seluruh cabang yang ada di eks-Keresidenan
Madiun menghadiri ke-giatan tersebut. Selain anggota juga diundang seluruh
jajaran pejabat pemerintahan, Polri, TNI, dan tokoh masyarakat di Madiun dan

sekitarnya.

Acara Halal bihalal merupakan ajang silaturahmi antarsaudara sesama
anggota PSH Winongo Tunas Muda, sehingga selalu ramai saat. Untuk

mengamankan kegiatan tersebut, Polres Madiun Kota mengerahkan seluruh

29Radar Madiun , “Pegang Teguh Tradisi , Polisi Tetapkan Zero Mobilisasi Massa”, Radar Madiun 11 September
2018, hal 25

30Bayu Kuncahyo, “Madiun Ditetapkan Jadi Kampung Pencak Silat Dunia”, Antara News 19 Maret 2017 melalui
https://www.antaranews.com/berita/618984/madiun-ditetapkan-jadi-kampung-pencak-silat-dunia diakses pada

29 September 2018
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kekuatan yang ada dengan bantuan beberapa Polres lainnya. Pengamanan
dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, terutama bentrok
antaranggota perguruan silat, terutama di Padepokan Pusat PSH Tunas Muda
Winongo. Personel lainnya bersiaga di berbagai lokasi mulai dari jalan yang
dilalui peserta Halal bihalal hingga fasilitas umum, dan tempat vital lainnya.
Para anggota PSH Winongo Tunas Muda pun biasanya dihimbau untuk tidak

melakukan tindakan anarkis dan tetap menjaga ketertiban umum.

Pada momentum Halal bihalal selama lima tahun terakhir (2005 — 2010)
terjadi beberapa insiden bentrokan. Pada tanggal 20 November 2005
bertempat di Padepokan SH Tunas Muda Winongo telah dilaksanakan Halal
bihalal yang diikuti oleh + 2.500 orang. Saat itu terjadi beberapa insiden. Di
jalan raya Nglames telah terjadi insiden pelemparan batu terhadap rombong-an
SH Winongo dilakukan oleh 25 orang yang belum diketahui identitasnya
sehingga menimbulkan korban Iluka di pihak SH Winongo. Di Desa
Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah terjadi pelamparan
batu yang dilakukan oleh rombongan SH Winongo terhadap toko Walisongo
yang mengakibatkan kaca dan isi toko rusak dan menimbulkan 2 orang
karyawan toko luka parah. Di Jalan Raya Jiwan Desa Sukolilo Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya terhadap
pengendara sepeda motor atas nama Pramono warga SH Winongo yang
mengakibatkan luka serius di kepala sehingga dilarikan ke Rumah Sakit.
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Pada Halal bihalal 11 September 2011 juga terjadi insiden. Konvoi SH
Winongo hampir bentrok dengan se-kelompok warga dari organisasi pencak
silat lainnya. Saat melewati jalan raya Madiun-, tepatnya di Desa Sangen,
Kecamatan Geger, para pendekar tersebut hampir saja bentrok apabila polisi
tidak dapat mencegahnya dengan menyuruh para warga untuk kembali ke

dalam desa mereka serta menjauh dari jalan raya yang dilalui konvoi.

Namun bebrapa tahun belakangan, konflik antar kedua perguruan pada
perayaan Halal-Bihalal sudah jarang terdengar, hal tersebut dikarenakan
karena pihak kepolisian membagi waktu hahala bihalal menjadi dua bagian

seperti halnya perayaan Suran Agung.

C. Pengesahan Anggota Baru

Setiap tahun, SH Terate mengesah-kan anggota-anggota barunya
menjadi "warga”. Momentum ini juga rawan konflik karena anggota SH Terate
yang berkumpul mencapai ribuan. Pada tanggal 16 Februari 2007 di
Padepokan SH Terate JI. Merak Kota Madiun telah dilaksanakan pengesahan
warga baru yang diikuti £ 5.400 orang. Setelah selesai pengesahan
mengadakan konvoi dan dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal

dan terjadi perkelahian sehingga menimbulkan 4 orang korban luka parah.

Pada tanggal 10 Januari 2008 di Makam Hardjo Utomo Kelurahan
Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan makam Imam Supangat

Kelurahan Taman Kota Madiun telah dilaksanakan tabur bunga oleh SH Terate
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sejumlah + 5.500 orang telah terjadi beberapa insiden. Di JI. Sudirman di
depan toko Niagara terjadi perampasan helm dan pengeroyokan terhadap
Suyanto sehingga mengakibatkan luka serius. Di depan Stasiun Kereta Api
Madiun telah terjadi perampasan helm dan pemukulan terhadap Fika Nugroho
yang mengakibatkan luka ringan. Di Desa Banjarsari telah terjadi pelemparan
rumah milik Gondo dan pemukulan terhadap tiga orang pemuda yang berada di

rumah Gondo yang mengakibatkan ketiga orang tersebut luka parah.

d. Agenda Kegiatan Pemerintah Daerah

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Madiun menyelengggarakan
Festival Pencak Seni Tradisi pada momemtun Hari Jadi Pemkab. Semua
perguruan silat terwakili termasuk Perguruan Setia Hati Terate dan Winongo.
Kompetisi di festival bukan untuk mewakili atau mempertahankan perguruan,
melainkan mewakili kecamatan. Festival Pencak Silat Seni Tradisi
dimaksudkan untuk menggali dan meningkatkan prestasi dan kreatifitas secara
keseluruhan dari peserta. Disamping itu juga untuk mencari bibit-bibit atlit yang
baik, berbakat agar meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi baik regional

maupun nasional.

Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 443 pada tahun 2011
ini dikuti sebanyak 120 orang atlet pesilat handal dari 15 Kecamatan di
Kabupaten Madiun dengan kategori lomba perorangan, berpasangan dan

kategori berkelempok. Peserta utusan dari 15 Kecamatan se Kabupaten
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Madiun sebanyak 120 pesilat terbagi menjadi tiga kategori yaitu perorangan,
berpasangan, dan berkelompok untuk mencari penampilan terbaik 1, 1I, dan Il
dari masing masing kategori dan akan mendapatkan piala, piagam dan uang
pembinaan serta juara umum memperebutkan piala bergilir Bupati Madiun.
Festival pencak silat berpotensi menjadi media untuk membina kerukunan
antarperguruan silat yang ada di Kabupaten Madiun dan sekitarnya sehingga

tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.

Kegiatan-kegiatan publik lain yang dapat menjadi arena integrasi adalah
kegiatan keagamaan seperti Musabaqgah Tilawatil Quran (MTQ). Keterlibatan
pendekar dari berbagai perguruan dalam MTQ yang diselenggarakan di Kota
Madiun sebagai tuan rumah MTQ XXIV Jawa Timur pada 19-26 Juni 2011
menjadi arena integrasi. Dalam monemtum itu ditampilkan tarian silat seni yang
melibatkan 800 pesilat dari dua perguruan pencak silat di Kota Madiun. Para
pendekar saat itu juga dapat memfungsikan kependekarannya sebagai sosok
yang menenteramkan, bukan menakutkan. Pemerintah Kota Madiun juga akan
berupaya menjadikan ikon silat sebagai aset wisata yang dikemas dalam

bentuk festival.

Pada tahun 2017 Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai kampung
pencak silat dunia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dikarenakan banyaknya
perguruan silat yang ada di Madiun Jawa Timur, perguruan silat tersebut telah
tergabung dalam Paguyuban Kampung Pesilat. Setidaknya di Madiun ada 11

perguruan silat dengan jumlah massa yang sangat besar yang tergabung
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dengan Paguyuban Kampung Pesilat antara lain Persaudaraan Setia Hati
Terate, Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, Persaudaraan Setia
Hati Tuhu Tekad, IKS Kera Sakti, Ki Ageng pandan Alas, Tapak Suci
Muhammadiyah, Pro Patria, Persinas ASAD, Merpati Putih, Pagar Nusa dan
Cempaka Putih. Sebelum ada paguhuban kampung pesilat sering terjadi
gesekan dan konflik antar perguruan silat setiap tahun. Namun dengan

dibentuknya paguyuban tersebut gesekan yang mengarah pada aksi kekerasan

antar perguruan silat sudah jarang terjadi.31
4.1.2 Faktor Struktural
4.1.2.1 Aspek Politik

Keberadaan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo merupakan hal menarik
bagi para elite politik, khususnya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah dan
Pemilihan Legislatif. Keberadaan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo ini tidak
hanya dimanfaatkan dalam perhelatan politik, namun juga dalam menempatkan
pengaruh kekuasaan melalui pemerintah daerah. Elit di wilayah keberadaan perguruan
Silat Setia Hati Teratai ataupun Setia Hati Winongo ini berkepentingan terhadap
dukungan politik. Pengaruh kedua perguruan silat tersebut tidak hanya mampu untuk
sekedar mempererat antar anggota kelompok, namun juga mampu mendongkrak

massa dalam arena Pileg ataupun Pilkada.

31Bayu Kuncahyo, Madiun Ditetapkan Jadi Kampung Pencak Silat Dunia, dalam tempo online 19 Maret 2017
diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/618984/madiun-ditetapkan-jadi-kampung-pencak-silat-dunia
diakses pada 29 September 2018.
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Temuan di lapangan dalam hasil wawancara dengan masyarakat bahwa
sebagian anggota DPRD Madiun tidak lepas dari Kelompok Setia Hati Winongo
ataupun Setia Hati Terate. Seperti Ketua DPRD Kota Madiun merupakan anggota dari
Setia Hati Terate dan Wakilnya bagian dari Setia Hati Winongo. Selain memasuki
komponen Politik di Dewan, kedua kelompok tersebut juga masuk pada tataran
pemerintahan. Perebutan posisi tersebut muncul juga dalam aparatur keamanan,
seperti yang disampaikan oleh salah seorang Camat di bahwa ada aparat keamanan di
kedua daerah tersebut merupakan bagian atau anggota dari SH Teratai ataupun SH
Winongo, sehingga adanya kecenderungan faktor subjektifitas dalam penanganan
berbagai kasus kerusuhan yang melibatkan kedua komunitas perguruan pencak silat

tersebut.

4.1.2.2 Aspek Ekonomi

Persaingan kedua komunitas beladiri perguruan pencak silat tersebut sudah
memasuki arena perebutan untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi dan pasar dalam
rangka dominasi dan mendapatkan dukungan financial. Kegiatan penggalangan dana
disamping bersumber dari para anggota, juga didapat dari moment sacral yang
diadakan oleh perguruan silat tersebut, seperti pada kegiatan Suraan Agung dan
pelantikan warga. Di sisi lain dukungan sumber dana diperoleh dari partisipasi
perguruan pencak silat melalui penempatan anggota di berbagai sektor ekonomi

(keamanan, parkir, keagaamaan dll), hal tersebut secara signifikan mengarah pada
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arena kekuasaan (politik) dan penguatan ekonomi (peluang-peluang bisnis) yang
dikembangkan di daerah Madiun dan .

4.2 Dinamika Konflik

Konflik antar perguruan silat SH Teratai dengan SH Winongo di Madiun dan dapat
dirunut sejak Ki Hadjar Hardjo Oetomo berbeda pandangan dengan gurunya Ki
Ngabehi Soerodiwirjo dalam pengembangan perguruan. Ki Hadjar memiliki gagasan
untuk menyebarkan secara lebih luas ilmu Setia Hati dan menjadi alat perjuangan
melawan penjajahan. Gagasan tersebut tidak sejalan dengan doktrin perguruan yang
dipegang teguh oleh Ki Ngabehi Soerodiwirjo bahwa penyebaran ilmu Setia Hati tidak
dapat dilakukan oleh sembarang orang dan di sembarang tempat.

Perbedaan pandangan guru-murid tersebut menimbulkan konflik tersembunyi. Ki
Ngabehi Soerodiwirjo sendiri tidak melarang dan tidak pula menyetujui. Ki Hadjar
Hardjo Oetomo mendirikan perguruan sendiri yang kemudian menjadi Perguruan Setia
Hati Terate. Ki Ngabehi menghormati pandangan dan langkah Ki Hadjar tersebut dan Ki
Ngabehi pun menghormati pandangan gurunya. Demikian pula ketika R. Djimat Hendro
Soewarno mendirikan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Pihak Setia Hati Panti juga
membiarkannya. Sampai tahap ini, konflik yang terjadi dapat disebut fase latensi
dimana perbedaan yang ada dapat diterima. Perbedaan pandangan guru-murid
tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas
kewajaran.

Konflik mengalami eskalasi pasca Peristiwa G30S. Bentrok antara para pendekar
dari dua perguruan, yaitu Perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo
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mengakibatkan hubungan kedua-nya mulai memburuk. Mereka mengerahkan berbagai
sumber daya yang dimiliki. Komunikasi kedua perguruan terhambat oleh muatan-
muatan emosi dan sentimen kelompok. Perbedaan-perbedaan semakin ditonjolkan
meskipun keduanya berawal dari satu perguruan.

Konflik semakin meningkat dan melibatkan massa banyak sejak tahun 1990-an
ketika jumlah anggota baru kedua perguruan semakin banyak dari kalangan remaja
usia 17 tahun. Pelanggaran-pelanggaran terhadap etika perguruan mulai merebak
karena tidak adanya sanksi organisatoris yang jelas. Kekerasan mudah meletus dan
melibatkan massa pendukung kedua perguruan. Mereka terjebak dalam konflik yang
tidak berkesudahan hingga saat ini. Konflik memasuki fase terjebak (entrapment).

Fase terjebak memerlukan tindakan-tindakan pengamanan oleh aparat untuk
menghentikan kekerasan. Petugas keamanan dituntut netral dan memahami faktor-
faktor psikologis konflik, terutama psikologi partisan konflik dari kalangan remaja dan
psikologi sosial masyarakat Madiun. Program-program pemberdayaan untuk
rekonsiliasi menjadi penting dan pendekatan keamanan mulai dikurangi, terutama di
zona-zona aman.

Sasaran pemberdayaan untuk rekonsiliasi harus mencakup partisan tingkat elite
dan menengah kedua perguruan, pihak netral seperti Setia Hati Panti dan aparat
keamanan, serta pihak yang paling rawan, terutama dari kalangan anggota perguruan
usia remaja. Kalangan ini perlu diperhatikan lebih serius untuk ditarik ke posisi netral
ataupun mencegah mereka terlibat menjadi partisan konflik. Mereka yang telah berada

di posisi netral dikembangkan menjadi kelompok inti rekonsiliasi untuk memperluas
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zona damai. Berbagai upaya mediasi perlu dilakukan melalui komunikasi, rekonsiliasi
dan resolusi melalui menyelenggarakan pertemuan besar yang dihadiri oleh partisan,
stakeholder, dan pihak netral ataupun diselenggarakan oleh pihak ketiga yang
memahami permasalahan konflik untuk bersama-sama mencari dan menemukan cara
damai penyelesaian konflik.

Karakteristik konflik menentukan cara-cara penyelesaiannya. Konflik antar
perguruan silat di Madiun memiliki akar sejarah panjang yang menyangkut klaim
kebenaran historis masing-masing perguruan. Kedua perguruan sama-sama mengklaim
sebagai penerus ilmu Setia Hati Ki Ngabehi. Namun demikian, keduanya terpisah baik
secara keilmuan maupun organisasi. Simbol-simbol dan tradisi di masing-masing
perguruan menjadi persoalan krusial yang sering memicu konflik. Suran Agung, Halal
bihalal, dan Pengesahan warga yang menjadi tradisi secara turun menurun dan
memiliki dukungan pembentukan identitas resisten dan pembelaan yang berujung pada
arena konflik sosial yang terjadi secara massal.

Faktor historis tersebut mempengaruhi pembentukan identitas sosial kedua
perguruan pencak silat SH Teratai dengan SH Winongo sebagai penerus ilmu Setia
Hati. Meskipun berakar pada satu perguruan Setia Hati, nhamun masing-masing
mengembangkan identitas sosial dengan simbol-simbol dan etika perguruan tersendiri.
Simbol-simbol digunakan untuk memperkuat identitas dalam berbagai bentuknya (logo,
kostum, tugu). Masyarakat Madiun dan terpolarisasi ke dalam kedua kekuatan
kelompok perguruan silat tersebut yang ditunjukan dengan berdirinya tugu-tugu sebagai

batas wilayah masing-masing pengikut perguruan SH Teratai maupun SH Winongo.
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Fenomena tersebut secara signifikan mempengaruhi terjadinya konflik dan pada
umumnya terimplementasi pada kegiatan-kegiatan seremonial seperti suraan agung,
halal bihalal, pengukuhan anggota baru dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah
daerah.

Faktor historis juga menimbulkan berkembangnya stereotip di kedua perguruan.
Ingatan-ingatan kolektif di masa lalu diproduksi terus menerus sehingga menghambat
komunikasi dan interaksi sosial antaranggota kedua perguruan dan sering memicu
emosi dan sentimen kelompok.

4.3 Strategi Resolusi Konflik
4.3.1 Pengelolaan ldentitas Kelompok

Perilaku kelompok menekankan adanya tiga struktur dasar. Struktur pertama
adalah kategorisasi, yaitu proses di mana individu memersepsikan dirinya sama atau
identik. Sebagaimana perilaku dari masing-masing anggota perguruan pencak silat SH
Teratai ataupun SH Winongo menunjukan adanya identitas resisten terhadap kelompok
lain yang dianggap sebagai lawan dan mengklaim bahwa masing-masing bahwa
dirinyalah yang paling berhak dalam pengembangan Setia Hati. Sehingga fenomena di
lapangan menunjukan adanya pergeseran konflik realistis menjadi konflik yang non
realistis. Selanjutnya rasa akan kesamaan identitas komunal tersebut dapat
memberikan sumbangan kekuatan hubungan dalam bentuk solidaritas yang negatif dan
dampaknya pada rasa senasib dan sepenanggungan. Simbol-simbol dan tradisi di
masing-masing perguruan menjadi persoalan krusial yang sering memicu konflik. Suran
Agung, Halal bihalal, dan Pengesahan warga yang menjadi tradisi secara turun

menurun dan memiliki dukungan pembentukan identitas resisten dan pembelaan yang
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berujung pada arena konflik sosial yang terjadi secara massal. Peristiwa kecil saja
dapat memicu bentrok fisik, tidak saja perorangan, melainkan melibatkan massa
pendukung kedua perguruan karena rasa solidaritas sehingga menjadi kekerasan

massal.

Pada dasarnya pembentukan identitas komunal dapat di deteksi melalui berbagai
pendekatan kearifan lokal yang dikembangkan dalam kehidupan sehari hari dimana
masing-masing individu atau kelompok akan menyadari bahwa mereka hidup dalam
wilayah yang sama, budaya yang sama (gotong royong), dan sistem kekerabatan yang
mengharuskan mereka untuk membangun integrasi sosial dengan mengedepankan
budaya kearifan lokal seperti saling asah, saling asuh, dan saling asih. Substansi
tersebut tertuang dalam Ikrar anggota untuk patuh pada wasiat dan pepacuh para
pendiri. Strategi yang dibangun dalam merubah sikap kepatuhan kepada kelompok
yang statis dan eksklusif menjadi sikap yang dinamis dan inklusif dengan kelompok lain.

Di samping individu memersepsikan dirinya memiliki identitas sosial yang sama
dengan anggota yang lain, individu juga akan bertingkah laku sesuai dengan kategori di
mana ia termasuk di dalamnya. Kategorisasi ini akan mendorong individu untuk
menekankan kesamaan dengan sesama anggota yang berada dalam kelompok yang
sama, tetapi akan menekankan perbedaan dengan anggota dari kelompok yang lain.
Struktur kedua adalah identitas, yang dapat didefinisikan sebagai citra diri. Dalam
menghadapi fenomena tersebut perlu dikembangkan pola pendidikan dalam masing-

masing perguruan dengan pendekatan Taksonomi pendidikan yakni domain Kognitif,
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Afektif dan Psikomotorik yang dimasukan dalam pola pembelajaran pada masing-

masing perguruan, baik di SH Teratai ataupun SH Winongo.

Struktur ketiga dari proses kelompok adalah perbandingan sosial. Penilaian
seseorang tentang diri sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perbandingan
dengan orang lain. Individu memaknai dan menilai dirinya berdasarkan kelompok di
mana ia berada serta individu biasanya menggunakan kelompoknya sendiri sebagai
acuan utama. Individu yang memiliki harga diri positif merupakan individu yang menilai
dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Individu juga memperoleh identitas sosial
melalui keanggotaannya pada kelompok. Dalam mengantisipasi dan menangani
fenomena tersebut perlu adanya pembentukan padepokan atau kampung pencak silat.
sebagai Wadah bela diri, di sisi lain dapat dijadikan alternatif untuk sarana komunikasi
dan berkarya yang positif untuk rekonsiliasi konflik yang terjadi. Selain itu dapat juga

dilakukan dengan membentuk komunitas tertentu dan kegiatan pelatihan bela negara.

4.3.2 Fluiditas dan Rekonsiliasi

Dalam melihat ruang lingkup resolusi konflik dan mengakhiri konflik kekerasan,
Hugh Miall mengakui fluiditas(Mencairnya kelompok-kelompok konflik) proses konflik,
dimana konflik secara inheren bersifat dinamis dan penyelesaian konflik harus terlibat
dengan pergeseran hubungan yang kompleks. Banyak teori konflik yang
mempertimbangkan persoalan aktor dan kepentingan sebagai sesuatu yang sudah ada
dan berdasarkan landasan ini melukiskan usaha untuk menemukan sebuah solusi guna

meredakan atau menghilangkan kontradiksi antar mereka. Namun demikian, persoalan

72



aktor dan kepentingan selalu berubah setiap waktu sebagai akibat dari dinamika sosial,
ekonomi dan politik dalam masyarakat. Bahkan jika kita berhubungan dengan aspek
non struktural konflik, seperti preferensi aktor, tidak ada jaminan bagi asumsi stabilitas,
yang biasanya dibuat dalam pendekatan teoritis permainan untuk studi konflik. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat Miall yang menyatakan bahwa faktor situasi baru,
pengalaman pembelajaran, interaksi dengan lawan dan pengaruh-pengaruh lainnya
akan memperlihatkan bahwa preferensi aktor bukan sesuatu yang given.

Sementara itu, resolusi, merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara nir
kekerasan, dapat dilakukan dengan dialog dan mediasi sesuai dengan dinamika konflik
itu sendiri. Dalam usaha menangani sebab-sebab konflik terkini antara komunitas Bela
diri Pencak Silat SH Teratai dengan SH Winongo di Madiun dan serta membangun
hubungan baru dan tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan, harus
dilakukan melalui sarana komunikasi dan tata relasi yang baru. Agar kebekuan
kelompok-kelompok tersebut dapat mencair dan bersama-sama serta bekerjasama
membangun perdamaian di Madiun dan Jawa Timur.

Rujuk atau rekonsiliasi adalah salah satu cara dalam penyelesaian konflik
Komunitas Bela diri Pencak Silat SH Teratai dengan SH Winongo di Madiun dan .
Rekonsiliasi merupakan ruh perdamaian yang mengemas perbedaan menjadi rahmat
dan kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Rekonsiliasi yang tulus merupakan proses
yang kompleks, perlu pendekatan yang kompromistis dan persuasif. Hal ini penting
karena kondisi di Madiun dan Jawa Timur masih dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

pengalaman pahit di masa lalu, fithah, penderitaan, trauma dan dendam yang
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tak kunjung usai. Rekonsiliasi aktor-aktor yang terlibat konflik atau berpotensi
menimbulkan konflik menjadi penting.

Diperlukan kerjasama dan kebersamaan sebagai alternatif jawaban atau upaya
Stakeholder dan masyarakat termasuk Komunitas Bela diri Pencasilat di Madiun dan
Jawa Timur untuk lebih mengembangkan sikap saling menghargai, tenggang rasa dan
kesediaan untuk membaur serta tidak membuat kelompok-kelompok yang ada menjadi
eksklusif. Toleransi perlu dikembangkan dan dijunjung tinggi, agar interaksi sosial dapat
berjalan damai dan tentram. Momentum solidaritas sosial harus digunakan untuk
membangun kembali dialog-dialog perdamaian, membangun komunikasi yang sempat
terputus akibat konflik. Semua kegiatan tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah
(Daerah dan Pusat), tokoh formal atau non formal. Semua memiliki peran penting untuk
membangun perdamaian antara komunitas Bela diri Pencak Silat SH teratai dengan SH
Winongo di Madiun dan . Langkah berikutnya pengembangan struktur kelembagaan,
dengan membentuk forum komunikasi dan memberdayakan “ruang komunikasi publik”,
membangun kesepakatan bersama berbasiskan kemitraan dan saling pengertian.
Langkah pemerintah dengan menginisiasi Paguyuban Kampung Pesilat yang terdiri dari
11 perguruan silat dengan jumlah massa yang besar dapat meredakan konflik antar
pengikut perguruan silat. Sebelum didirikkan Paguyuban Kampung Pesilat beberapa
perguruan sering terjadi gesekan, namun dengan adanya paguyuban tersebut tidak ada
lagi gesekan yang mengarah pada kekerasan terbuka.

Perdamaian yang mengabaikan rekonsiliasi, sama dengan perdamaian formal

yang belum menyentuh substansi. Proses deformasi perdamaian menuju tahapan
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pelibatan seluruh potensi masyarakat adalah model rekonsiliasi untuk membangun
perdamaian. Rekonsiliasi juga mengandung makna reunifikasi dan mencairnya
kebekuan faksi-faksi atau kelompok-kelompok. Artinya tidak hanya pihak yang bertikai
saja, agar tidak muncul dendam yang tidak berkesudahan dan rentan munculnya konflik
horizontal. Melalui rekonsiliasi, akar permasalahan konflik sosial akan dapat dipahami,
kemudian dapat diidentifikasi aspek-aspek yang perlu dikembangkan mengarah pada
pengelolaan konflik dengan baik, agar akhirnya bermuara pada perdamaian positif.

‘Forum Bersama antar Perguruan Pencak Silat di Madiun dan ” sudah semestinya
mendapatkan prioritas untuk segera dibentuk.

Selanjutnya rekonsiliasi di Madiun dan ., perlu diprioritaskan rekonsiliasi elit yakni
Pejabat Eksekutif (Bupati dan Walikota serta Pejabat Eksekutif lainnya dan staff
termasuk Tokoh-tokoh/pendekatan persilatan. Sedangkan rekonsiliasi massa dapat
dimulai melalui pendekatan wilayah dengan melibatkan tokoh formal maupun non
formal yang berpengaruh.

Pendekatan resolusi konflik, diharapkan dapat menunjukkan akar penyebab
konflik, agar memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan dan bertentangan dapat
melakukan rekonsiliasi serta membuka komunikasi. Oleh karena itu proses damai yang
saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh di
semua aspek dan terus menerus untuk memastikan perdamaian permanen dapat
terwujud. Teori tentang transformasi konflik tanpa kekerasan, diperlukan sebagai

sebuah kerangka bagi langkah-langkah analisa menuju pengakhiran konflik, disamping

untuk memikirkan tentang kemungkinan melakukan intervensi dalam konflik.
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Pemanfaatan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI1) sebagai Wadah bela diri, dapat
dijadikan alternatif untuk sarana komunikasi dan berkarya yang positif untuk rekonsiliasi
dalam rangka meredam potensi konflik. Selain itu dapat juga dilakukan dengan
membentuk komunitas tertentu dan kegiatan pelatihan bela negara.

Dalam kebanyakan literatur mengenai rekonsiliasi, masa lalu dipandang sebagai
komponen terpenting untuk sampai kepada pemaafan terhadap kekekerasan dan
kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Walaupun dalam hal ini pemaafan secara sosial
dan pemaafan secara individual tidak selalu berjalan paralel. Bisa saja seseorang
memaafkan orang lain secara personal, tetapi tidak dalam tataran kelompok. Dalam hal
pemaafan secara sosial ini, komponen masa lalu dalam bentuk ingatan kolektif harus
dipertimbangkan agar proses rekonsiliasi bisa tercapai.

Rekonsiliasi sebagai istilah dan konsep tidak diartikan secara sama oleh para
iimuwan dan praktisi, beberapa definisi mengartikan rekonsiliasi sebagai suatu
peristiwa. Sebagian lagi menyatakan rekonsilasi sebagai proses dan hasil sekaligus.

Beberapa peneliti lainnya beranggapan rekonsiliasi lebih tepat dipandang sebagai
pemulihan hubungan. Umumnya, rekonsiliasi dimaknai sebagai suatu usaha untuk
menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbarui hubungan ke arah
perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang.

Dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pilihan yang rasional (rational
choice model), masyarakat ataupun aktor (atau individu yang bertindak atas nama
kolektif), adalah pelaku yang rasional yang akan bertindak untuk mencapai hasil

maksimal yang mungkin dari setiap interaksinya. Dalam konteks rekonsiliasi dapat
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dipahami sebagai tindakan atau keputusan terbaik yang menguntungkan semua pihak
yang didapat dari suatu proses perundingan yang rasional.

Asumsi pengambilan keputusan secara rasional adalah sebagai berikut: 1) aktor
mempunyai tujuan tertentu; 2) tujuan tesebut merefleksikan kepentingan aktor; 3)
individu mempunyai kecenderungan yang konsisten dan stabil; 4) jika ada pelbagai
macam pilihan, actor akan memilih alternatif yang akan memberikan keuntungan
maksimal; 5) aktor dengan kepentingan politik adalah pemain terpenting.

Menurut model pilihan rasional ini, keputusan untuk perang atau rekonsiliasi
sangat ditentukan oleh pola pertukaran dan perhitungan untung-rugi. Pemulihan
hubungan baik adalah konsekuensi dari tercapainya pilihan-pilihan rasional dalam suatu
negosiasi untuk mencapai suatu penyelesaain konflik. Karena model ini sangat
mengandaikan pada asumsi rasionalistik, segala sesuatu yang menyang-kut kerugian
harus bisa ditakar dan direkompensasi secara hitungan yang rasional.

Kritik terhadap pendekatan pilihan rasional ini adalah bahwa dalam soal
pemulihan hubungan pascakonflik atau rekonsiliasi, pola pertukaran antara pihak-pihak
yang bertikai tidak selamanya bisa diukur secara rasional. Misalnya, sangat sukar untuk
menentukan berapa pertukaran yang layak untuk kematian, cacat, trauma dan
kerugian-kerugian psikologis lainnya. Keseimbangan rasional juga tidak selalu terjadi
atas pilihan pertukaran yang diambil, seperti yang diasumsikan teori ini.

Model rekonsiliasi yang mendasarkan pada kebutuhan, bertolak dari kenyataan
bahwa konflik yang ber-kepanjangan telah menimbulkan kondisi deprivasi, atau paling

tidak marginalisasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang mendasar. Oleh
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karenanya, rekonsiliasi akan sukses jika momen rekonsiliasi bisa menjamin akan
tercapainya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar.

Rekonsiliasi adalah bagian dari proses pemaafan, atau proses transformasi
emosi-emosi tertentu, misalnya marah, dendam, menjadi kedekatan, hubungan baik
serta terciptanya etos berdamai. Dengan adanya proses transformasi ini terbukalah
kemungkinan untuk memperbarui hubungan yang pernah buruk, dan ini hanya bisa
tercapai melalui proses pemaafan

Model pemaafan ini jika dibandingkan dengan model-model sebelumnya, mem-
punyai beberapa keunggulan, terutama pada kemampuannya untuk memper-
timbangkan faktor emosi dan penalaran sekaligus. Rekonsiliasi dipandang sebagai
proses transformasi etos berkonflik menjadi etos berdamai. Kelemahan model ini
terletak pada diperlukannya usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya,
dan ter-kadang proses pemaafan baru bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup
lama.

Di luar itu harus ada misalnya usaha-usaha untuk mengungkapkan kebenaran,
proses penyembuhan/pemulihan dan pem-benahan faktor struktural. Proses rekonsiliasi
terutama harus menyentuh aspek psikologis yang terdalam pada masyarakat.
Rekonsiliasi mensyaratkan perubahan-perubahan psikologis yang mendasar, yaitu
proses trans-formasi dan sikap yang menyokong hubungan yang damai antara pihak-
pihak yang ber-musuhan. Harus terjadi perubahan etos dari etos berkonflik menjadi
etos damai. Perubahan etos ini hanya bisa terjadi jika adanya perubahan dalam

masyarakat. Proses perubahan etos bukanlah proses yang mudah
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karena disebabkan oleh ber-bagai faktor, diantaranya proses rekonsiliasi terkadang
belum tentu menjamin adanya kesembuhan atau pemulihan di tingkat individual,
terkadang hanya terjadi pada tingkat kolektif atau sebaliknya. Faktor lain adalah sulitnya
perubahan pada tingkat struktural. Namun salah satu faktor yang terpenting adalah
bagaimana mengubah keyakinan mengenai hakikat hubungan antarkelompok yang
dipenuhi oleh rasa permusuhan dan sudah tercetak dan tertanam dalam ingatan
kolektif. Persoalan ini sangat terkait dengan penilaian tentang masa lalu.

Proses perubahan etos ini juga harus menyangkut mengenai konsepsi dan
harapan tentang tujuan-tujuan masyarakat pada masa datang dan mengenai prospek
perdamaian di masa mendatang. Dengan demikian, proses pemaafan tidak terjadi
begitu saja, tapi melalui proses transformasi kesadaran. Model pemaafan ini dapat
dikelompokkan ke dalam empat fase.

Pada fase pertama, kelompok yang berkonflik harus mau dan rela menyadari apa
yang telah terjadi pada masa lalu. Setiap kelompok yang bertikai harus mau dan
mampu menyadari kesalahan di masa lalu. Idealnya proses pengungkapan kebenaran
harus terbuka untuk publik, misalnya melalui investigasi resmi, laporan di media massa.
Memang harus disadari konsekuensi psikologik dari proses ini. Pelbagai macam reaksi
bisa muncul dari proses ini; merasa malu, bersalah, dan perilaku agresif. Cara coping
yang paling mungkin muncul, bisa dalam bentuk pengingkaran, agresivitas aktif (marah)
atau pasif (dendam) atau bisa juga pemaafan. Pilihan untuk memaafkan mengharuskan

semua pihak untuk menyadari terlebih dulu (bukan mengikari) apa-apa yang telah
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terjadi, mengapa terjadi, siapa yang melakukan, mengapa ia melakukan, apa
kesalahannya.

Pada fase kedua, rekonsiliasi menghendaki kesediaan kelompok mengubah sudut
pandangnya mengenai posisi dan identitas kelompok sendiri, posisi dan identitas
kelompok lainnya. Redefenisi hubungan pasca konflik melibatkan sekaligus faktor
kognitif dan emosi.

Fase ketiga, kelompok-kelompok yang dirugikan sungguhpun berhak untuk
mendapat keadilan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pihak lain
kepadanya sebelumnya, ataupun mem-punyai kesempatan untuk membalas dendam,
hendaknya bisa menyadari bahwa keadilan tidak akan bisa ditegakkan sepenuhnya.
Apa yang bisa dicapai dalam soal keadilan ini, hanya sebatas pada yang disebut
sebagai ‘partial justice’. Penegakan dan pencarian keadilan dalam pengertian setuntas-
tuntasnya tidak akan pernah didapat, yang penting dalam hal ini adalah adanya
perhatian pada pemenuhan rasa keadilan.

Fase keempat, proses rekonsiliasi harus diakhiri dengan keinginan untuk
membuat kontak lebih intens, jika perlu disertai dengan pemaafan secara publik atau
secara sosial menawarkan hubungan yang lebih bagus, paling tidak hidup
berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling toleran.

Proses rekonsiliasi menurut model pemaafan ini pada umumnya terjadi menurut
fase-fase di atas, walaupun tidak selalu berjalan berurutan secara satu arah (linear).
Kadang-kadang fase-fase tersebut berjalan secara berurutan, terkadang justru ber-

langsung secara simultan dalam saat yang bersamaan.
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Dalam menghadapi fenomena ini, strategi rekonsiliasi yang dapat dilakukan
melalui pendekatan budaya (kultural) sesuai ajaran adiluhung, pada hakikatnya
diperlukan untuk meredam konflik sosilal yang terjadi selama ini. Wujud konkrit dari
ajaran adiluhung yang dapat dikembangkan misalnya dengan Penyelenggaraan
Festival Seni Budaya Penca Silat, Sarasehan dan pembentukan paguyuban, dan
Kampung Pencak Silat. Sebagai alternatif yang digunakan untuk meredam konflik.
Kampung Penca Silat dapat digunakan untuka alat permersatu kelompok yang
berkonflik.

4.3.3 Transformasi Konflik

Setelah terjadi rekonsiliasi, dan akar permasalahan konflik dapat dipahami, maka
perlu ditransformasikan dalam proses membangun budaya damai dan peningkatan
kapasitas kelembagaan baik formal maupun non formal. Langkah rekonsiliasi
setidaknya dapat dijadikan sebagai sebuah tahapan awal perjalanan “Transformasi
Konflik”.

Transformasi konflik secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran pada
pihak-pihak yang berkonflik, bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan, karena
manusia atau masyarakat dapat berubah ke arah perbaikan. Transformasi konflik punya
makna menggeser konflik kekerasan pada suatu kondisi yang dapat dikembangkan
dengan suatu kerjasama antara Komunitas Bela diri SH Terate dan SH Winango di
Madiun dan . Sampai tercapainya suasana damai, karena dengan latar belakang yang
berbeda pada prinsipnya bisa bekerjasama dengan baik, jika mereka sudah menyadari
bahwa perdamaian merupakan kebutuhan bersama dan merupakan sesuatu yang
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mereka harapkan. Di samping penguatan basis sosial, ekonomi dan politik serta
keamanan, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya peran pendidikan yang benar
terhadap makna perdamaian dalam kehidupan sehari-hari dalam pengembangan
beladiri pencak silat.

Pendekatan resolusi konflik, menunjukkan akar penyebab konflik dengan
kekerasan  pihak-pihak yang bermusuhan dengan pertentangan dapat
mentransformasikan ketidakadilan dan penyumbatan komunikasi yang berseberangan.
Oleh karena itu proses damai yang saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha
transformasi konflik, yang menyeluruh di semua aspek dan terus menerus untuk
memastikan perdamaian permanen dapat terwujud. Agar tidak mengulangi kegagalan
seperti proses damai yang pernah berlangsung pada masa-masa sebelumnya.

1) Transformasi Konteks

Perubahan dalam konteks dapat mempunyai efek lebih dramatis dibandingkan
perubahan pada pihak-pihak yang bertikai atau dalam hubungan mereka. Perubahan
pada konteks tentu akan berpengaruh pada usaha penyelesaian konflik. Selanjutnya
perlu dicermati bagaimana mengidentifikasi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang
terlibat dalam konflik tersebut. Agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta
potensinya dalam penanganan konflik tersebut dapat dipahami. Dengan kata lain perlu
pemahaman konflik Komunitas Beladiri SH Terate dengan SH Winongo Madiun |,
sehingga mempermudah proses pendekatan, agar dapat membuka kembali hubungan
yang telah terputus antara kedua kelompok. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

dialog-dialog lanjutan, dengan dibantu mediator.
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Transformasi konteks, berarti harus berangkat dari inisiatif kedua pihak yang
secara formal maupun informal belum pernah melakukan perundingan/dialog. Maka
diperlukan interverensi dari pihak lain untuk menjembatani hubungan antar kelompok
yang bertikai. Peran pihak ketiga, pertama-tama adalah memperluas pemahaman
maupun kemampuan pihak-pihak yang bertikai, untuk menyadari dan menerima harkat
dan martabat pihak lain. Sekaligus memberi kesempatan kepada masing-masing pihak
untuk menyadari atau mengakui aneka kesalahan dan memperbaiki hubungan.

Aneka kejadian di masa lalu atau kesan-prasangka tertentu yang sudah
terbentuk selama bertahun-tahun, bisa membuat orang/kelompok sangat kaku atau
tidak mau mencoba menempuh solusi dengan memperbaiki relasi atau hubungan agar
terjadi integrasi sosial. Kejelasan tentang tujuan, peran, tanggung jawab dan perbedaan
pandangan tentang pengalaman masa lalu perlu diselesaikan, sebelum menangani
permasalahan konflik lainnya. Selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan
di berbagai bidang kehidupan, berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan kondisi dan
situasi daerah yang dapat membangun kembali hubungan antara kelompok-kelompok

yang bertikai.

2) Transformasi Struktur

Struktur konflik merupakan seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau
hubungan yang tidak sesuai, dan merupakan konflik itu sendiri. Konflik menyangkut
struktur, seringkali melibatkan persoalan tentang keadilan dan tujuan-tujuan yang saling

tidak sejalan. Transformasi struktur diperlukan untuk menyelesaikan konflik.
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Transformasi konflik mengakui bahwa perdamaian dan keadilan tidak terpisahkan.
Perdamaian tanpa keadilan bukanlah perdamaian sejati, sementara keadilan tanpa
perdamaian tidak akan bertahan lama.

Untuk merubah struktur konflik, seringkali menuntut usaha intensif untuk
menghasilkan perubahan yang diharapkan. Maka diperlukan intervensi yang dapat
dipercaya oleh kelompok yang bertikai. Melalui transformasi struktur diharapkan dapat
mengurangi dominasi kelompok, saling curiga dan pada akhirnya bisa bersama-sama
dan bekerja sama untuk membangun perdamaian yang positif.

Kerjasama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial ekonomi
masyarakat. Masyarakat menjadi lebih leluasa untuk melakukan aktivitasnya sehari-
hari. Sebagai akibatnya masyarakat lebih mudah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan
bersama. Kerjasama sepatutnya dilanjutkan dengan komitmen para Warga SH Terate
dan Warga SH Winongo Madiun dan untuk melakukan perundingan perdamaian, dan
menyepakati tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk belajar hidup
bersama dan saling menerima perbedaan diantara mereka, untuk mewujudkan

perdamaian positif.

3) Transformasi Aktor

Pihak-pihak yang bertikai harus menentukan kembali arah mereka, mengabaikan
atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai. Mereka harus dapat menerima
perbedaan sebagai suatu kekuatan yang dapat dikemas dalam bingkai demokrasi,

untuk mewujudkan perdamaian. Pemisahan pihak-pihak yang bertikai dan
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pengintegrasian mereka kembali merupakan bentuk perubahan penting. Perubahan
aktor yang berkonflik juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik.
Banyak konflik menjadi semakin mudah diselesaikan, manakala terjadi perubahan
dalam kepemimpinan para pihak.

Kerjasama yang signifikan dapat merubah beberapa aktor dalam konflik
Komunitas Bela Diri SH Terate dan Winango. Kedamaian merupakan kebutuhan utama
bagi seluruh elemen masyarakat. Perdamaian mendorong semua pihak untuk menahan
diri dan mencoba saling memahami dan harus berinteraksi.

4) Transformasi Persoalan

Konflik ditentukan oleh posisi pihak yang bertikai mengenai berbagai isu. Ketika
mereka mengubah posisi, atau persoalan baru muncul, maka konflik berubah. Hal ini
menjadi penting dalam transformasi konflik, dengan membingkai kembali persoalan,
agar dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik.

Dari fenomena yang ada, sebenarnya inti persoalannya pada Konflik Komunitas
Beladiri Pencaksilat SH Terate dan SH Winango yang dirasakan oleh masyarakat
Madiun dan . Persoalan perbedaan pandangan tersebut yang akhirnya berpengaruh
dan membias pada persoalan-poersoalan lainnya. Perbedaan-perbedaan kepentingan
dapat diimplementasikan melalui jalur politik, sosial budaya, ekonomi dan bidang
kehidupan lainnya. Perubahan posisi sangat berhubungan dengan perubahan
kepentingan dan perubahan tujuan, termasuk perubahan bagi transformasi aktor,

transformasi konteks dan transformasi struktur konflik.
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5) Transformasi Kelompok dan Personal

Tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan
mentransformasikan konflik, terletak pada mereka yang terlibat dan para pemimpinnya
Transformasi konflik mempersyaratkan perubahan nyata dalam kepentingan, tujuan dari
pihak-pihak yang terlibat. Steakholders perlu melakukan rekonsiliasi terhadap
kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik

Langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan perubahan dalam hati dan pikiran
para aktor yang berkonflik, agar dapat memberikan kesadaran bahwa perdamaian dan
persaudaraan jauh lebih mulia dan berharga dari pada bermusuhan. Adanya kesadaran
dan kesatuan gerak dan tujuan yang sama demi membangun Madiun dan dan
peningkatan kesejahteraan, akan membuka jalan menuju penyelesaian konflik secara
permanen.

Transformasi konflik punya makna menggeser kekerasan pada suatu kondisi
yang dapat dikembangkan dengan suatu kerjasama antara pihak yang pro dan kontra di
Madiun dan , sampai tercapainya suasana damai. Pada dasarnya orang-orang dengan
latar belakang yang berbeda pada prinsipnya bisa bekerja sama dengan baik, jika
mereka sudah menyadari bahwa perdamaian merupakan kebutuhan dan sesuatu yang
mereka harapkan. Di samping penguatan basis sosial, ekonomi dan politik hal yang
perlu diperhatikan adalah adanya peran pendidikan yang merupakan upaya konkrit
dalam membawa masyarakat pada pemahaman yang benar terhadap makna
perdamaian dalam kehidupan sehari-hari di samping perlunya forum bersama untuk

melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama antara pihak-pihak yang berkonflik.
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Secara Konkrit dapat dikembangkan strategi berikut ini. Pertama,
Mempersatukan kelompok-kelompok organisasi persilatan yang sedang berkonflik perlu
adanya integrasi dan rekonsiliasi semua organisasi perguruan silat yang ada di Jawa
Timur. Kedua Mengembalikan kultur/adat organisasi persilatan ke khitah sebagaimana
prinsip yang dilakukan dan diajarkan oleh pendiri perguruan pencak silat sejak awal.
Ketiga Potensi integrasi akan lebih dominan apabila diantara anggota masyarakat lebih
mengutamakan kepentingan bersama yang dilandasi oleh nilai dan norma sosial
sehingga akan tercipta suasana damai. Keempat, keterlibatan pendekar dari berbagai
perguruan dalam MTQ yang diselenggarakan beberapa waktu lalu menjadi arena
integrasi. Demikian pula dalam Festival Pencak Seni Tradisi. Para pendekar dari
berbagai perguruan dapat memfungsikan kependekarannya sebagai sosok yang
menenteramkan, bukan menakutkan. Kelima melestarikan budaya seni/jurus pencak
silat yang ada pada organisasi masing-masing dan melakukan rekonsiliasi kultural agar
keperbedaan yang ada dalam organisasi masing-masing dijadikan khasanah budaya
kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk festifal pencak silat nasional, Kegiatan,
Suran Agung, pengesahan, tasyakuran sarasehan warga baru, kenaikan tingkat, dan
kegiatan halal bihalal serta kegiatan lain yang bisa dilakukan secara bersama dan
bersinergi. Keenam, cara mediasi bisa pula melalui sebuah diplomasi ulang alik yang
dilakukan oleh mediator. Bisa pula dengan cara merancang sebuah naskah tunggal
untuk didiskusikan oleh masing-masing partisan secara terpisah. Cara ini bisa
dikombinasi dengan mengundang konferensi besar yang dihadiri oleh partisan,

stakeholder partisan, dan pihak netral. Konferensi itu bisa diselenggarakan oleh pihak
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ketiga yang cakap dan memahami permasalahan konflik). Tujuan konferensi besar,
seminar dan semacamnya adalah memperluas persepsi para pihak untuk melihat
persoalan konfliktual dalam bingkai kepercayaan, paradigma dan pengalaman yang
lebih luas. lde untuk mngembangkan atau membangun miniatur pencasilat menjadi
alternatif pilihan untuk rekonsiliasi konflik sosial yang terjadi. Di samping itu dapat juga
menjadi sarana untuk mengembangkan potensi daerah sebagai daerah tujuan wisata.
Dengan demikian dapat meningkatkan sektor ekonomi daerah.

4.3.4 Sinergitas Stakeholder

Tanggung jawab pertama dan utama untuk mencegah, mengelola dan
mentransformasikan konflik, terutama terletak pada steakholder terkait, sehingga
integrasi dan bersenergi menjadi sebuah keniscayaan. Disii lain para pemimpin
dimasing-masing perguruan pencak silat, mempunyai kesdaraan dalam Transformasi
konflik dengan mengedapankan perubahan nyata dalam kepentingan, tujuan dari pihak-
pihak yang terlibat.

Langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan perubahan dalam hati dan pikiran
para aktor yang berkonflik, agar dapat memberikan kesadaran bahwa perdamaian dan
persaudaraan jauh lebih mulia dan berharga dari pada bermusuhan. Adanya kesadaran
dan kesatuan gerak dan tujuan yang sama demi membangun Madiun dan dan
peningkatan kesejahteraan, akan membuka jalan dalam meredam potensi konflik
komunitas bela diri pencak silat SH Terate dan SH Winongo, sekaligus menuju

penyelesaian konflik secara permanen.
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Transformasi konflik punya makna menggeser kekerasan pada suatu kondisi
yang dapat dikembangkan dengan suatu kerjasama antara pihak yang pro dan kontra di
Madiun dan , sampai tercapainya suasana damai. Pada dasarnya orang-orang dengan
latar belakang yang berbeda pada prinsipnya bisa bekerja sama dengan baik, jika
mereka sudah menyadari bahwa perdamaian merupakan kebutuhan dan sesuatu yang
mereka harapkan. Di samping penguatan basis sosial, ekonomi dan politik hal yang
perlu diperhatikan adalah adanya peran pendidikan yang merupakan upaya konkrit
dalam membawa masyarakat pada pemahaman yang benar terhadap makna
perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Peranan Steakholder dalam mendukung upaya yang akan dilakukan dalam
rangka meredam konflik, sangat diperlukan, dengan cara meningkatkan komunikasi
vertikal, horisontal maupun diagonal dengan intensitas yang terjaga dalam rangka
sosialisasi. Disamping itu perlu juga mengupayakan standarisasi seni budaya untuk
dijadikan standar mutu seni bela diri dan hak paten sehinggak seni bela diri madiun
memiliki ciri khas, sehingga menjadi selling point yang dapat di kembangkan di duni.

Hal penting yang menjadi Skala Prioritas Stakeholder diantaranya sebagai
berikut: Pertama. Mendirikan Kampung Persilatan, Untuk Melestarikan Budaya Kearifan
Lokal. Berdasarkan latar belakang sejarah Madiun dan perjalanan perguruan pencak
silat antara PSHW dan PSHT yang dulunya bersaudara (keduanya menggunakan
istilah kata persaudaraan), hingga pada era tahun 1990an timbul konflik bahkan
menjurus kepada kekerasan, situasi ini menggambarkan fenomena sosial yang banyak

mendapat perhatian masyarakat Madiun dan sekitarnya. PSHT (Persaudaraan
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Setia Hati Terate) didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo di Desa Pilangbango, Kecamatan
Kartoharjo, Madiun pada tahun 1922, merupakan perguruan silat yang mengajarkan
kesetiaan pada hati sanubari sendiri yang bersandarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Perguruan ini mengutamakan persaudaraan dan berbentuk sebuah organisasi.
Perguruan ini mempunyai anggota yang sudah menyebar keseluruh penjuru nusantara,
bahkan sampai keluar negeri di antaranya Malaysia, Singapura, Belanda, Mesir dan
Rusia.

Persaudaraan Setia Hati (SH), diturunkan dari Persaudaraan Sedulur Tunggal
Kecer yg didirikan oleh Ki Ngabehi Suro Diwiryo dan menurunkan banyak perguruan
silat seperti: PSHT, SH Winongo, SH Putih. Adapun Perguruan Seni limu Beladiri Kung
Fu IKS.PI. Kera Sakti didirikan oleh Bapak R.Totong Kiemdarto pada tanggal 15 Januari
1980 di JI. Merpati No. 45, Kel. Nambangan Lor, Kec Mangunharjo, Kodya Madiun.
Adapun nama dari perguruan ini semula adalah IKS.PI. singkatan dari Ikatan Keluarga
Silat "Putera Indonesia" tetapi ketika perguruan mulai berkembang diberi nama
tambahan "Kera Sakti" dibelakangnya, sebab masyarakat maupun murid murid
perguruan lebih mengenal nama jurus perguruan vyaitu teknik jurus keranya daripada
nama asli perguruan. Untuk itu selanjutnya dalam memudahkan pencarian identitas
perguruan sekaligus secara tidak langsung menambah wibawa nama perguruan maka
disebutlah IKS.PI. Kera Sakti.

Keluarga Persilatan Ki Ageng Pandan Alas, didirikan di kecamatan kare Madiun
Oleh bapak Koestari Adi Andaya (seorang purnawirawan TNI-AU AURI) pada tanggal

10 Nopember 1972 yang bernaung di bawah IPSI. Persilatan ini mengajarkan warga
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dan siswanya menjadi tangan-tangan penyelamat, menyelamatkan dirinya sendiri dan
orang lain dalam tafsir yang sangat luas serta berpegang teguh pada “Hablum Minalloh
Wa Hablum Minannas” Semua perguruan pencak silat tersebut berpusat di Madiun

(kabupaten/kota).

Didaerah Ngawi juga ada Perguruan Pencak Silat yang dikenal dengan sebutan
Gubug Remaja (PPSGR) adalah perguruan pencak silat yang berpusat di Ngawi, Jawa
Timur. Perguruan ini adalah penerus perguruan pencak silat "Tabib Ketimuran Gubug"
yang didirikan oleh alm. R. Koeshartoyo pada tahun 1935 di desa Ketanggi, Ngawi,
Jawa Timur. Belum lagi Perguruan Pencak Silat lainnya yang ada diwilayah Magetan
dan seperti Pencak Silat Cempaka Putih (PSCP) - sebelumnya bernama Silat Mardi
Anoraga Sakti, didirikan oleh Eyang Mursid. Tahun 1964 menjadi Pencak Silat
Cempaka Putih yang didirikan oleh Eyang Wagiman (anak Eyang Mursid), yang juga
terkenal dengan silat PSCPnya. PSCP berdiri di kecamatan Panekan, Magetan, dan
mempunyai anggota di seluruh Indonesia serta luar negeri. Sedangkan didaerah berdiri

Persatuan Hati (PH) yang didirikan oleh Mbah Trimo

Pencak silat, selain dipandang sebagai seni budaya Indonesia, ada 3 unsur latar
belakang nuansa moralitas yang terkandung dalam pencak silat. Yakni unsur sportifitas
dan menjunjung disiplin, unsur kemasyarakatan, serta semangat sosial keagamaan.
Sebagai daerah pendiri perguruan pencak silat yang ternama sejak era jaman Belanda
sampai sekarang, maka sudah sepantasnya Madiun mendirikan Kampung Persilatan,

untuk melestarikan budaya kearifan lokal melalui jurus-jurus silat
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yang dikembangkan dan dikreasi sesuai kultur budaya Indonesia, khususnya Jawa.

Adapun konsepsi pendirian kampung persilatan tersebut antara lain adalah :

1.

Mematenkan jurus-jurus persilatan yang sudah ada dengan cara mengajukan
usulan ke Menkum dan HAM, mengingat organisasi pencak silat ini sudah
menyebar sampai luar negeri. Dengan demikian akan memberikan kekuatan
payung hukum untuk mendirikan rintisan kampung persilatan

Membuat website situs kampung silat yang salah satu kegiatannya membuka
forum diskusi tentang persilatan

Mengadakan diskusi dan seminar dalam acara-acara tertentu sesuai kegiatan
masing-masing perguruan (misalnya saat berulang tahun dsb) dengan
mengundang pembicara atau panelis dari masing-masing perguruan serta pihak
luar pemerhati persilatan yang dikelola melalui sekretariat kampung persilatan.
Kampung Pesilat Madiun sebagai wadah pembinaan silat Indonesia khususnya
bagi generasi muda, sebagai media silaturahmi seluruh perguruan silat ditanah
air, bahkan cabang organisasi persilatan yang ada diluar negeri.

Membentuk Forum Perguruan Pencak Silat yang bermarkas di kantor Kampung
Persilatan dengan maksud memerankan FPPSI dalam memperkuat hubungan
silaturahmi antar pesilat perguruan.

Memberdayakan keberadaan kampung persilatan dengan membuka usaha
mandiri yang produktif (menyediakan souvenir dsb) melalui berbagai ketrampilan
dan keahlian para warga persilatan, sehingga mampu memberdayakan dirinya
dan orang lain sebagai insan yang mandiri dan produktif
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10.

11.

Mengadakan gelar tradisi budaya persilatan melalui berbagai macam peragaan
jurus, seni budaya termasuk hasil karya unggulan perguruan atau daerah

Upaya lain adalah menjadikan ikon pencak silat sebagai aset wisata yang
dikemas dalam bentuk budaya kearifan lokal yang diwujudkan dalam
pembangunan kampung persilatan.

Melibatkan anggota perguruan silat yang tergabung dalam Paguyuban kampung
Pesilat dalam pengamanan acara tradisi-tradisi yang berpotensi menimbulkan
konflik.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sentot Prawiridirdjo, yaitu satgas yang
membantu tugas kepolisian dalam pengamanan beranggotakan 11 perguruan
silat yang ada di Madiun, merupakan suatu langkah untuk meredam potensi
konflik antar perguruan silat di Madiun jawa Timur.

Membangun lokus dan situs kampung persilatan yang mewadahi semua
perguruan pencaksilat, yang diawali dengan diskusi dan duduk bersama antar
pimpinan perguruan dan tokoh masyarakat serta pemerintah daerah demi
terwujudnya PERSAUDARAAN yang sejati (setia hati) dan merupakan

“SEDULUR TUNGGAL KECER”

Kedua. Konsep Peningkatan Prestasi Pencak Silat. Konflik antar dua

persaudaraan antara PSHT dan PSHW menimbulkan ketidaknyaman dalam kehidupan

masyarakat Madiun. Bagi kedua perguruan silat tersebut menjadi ironis, karena di satu

sisi mereka banyak berkontribusi bagi kemajuan olah raga pencak silat di tingkat

nasional, namun di sisi lain mereka menjadi penyebab keresahan di masyarakat.
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Mereka telah banyak menyumbangkan atlet-atlet pencak silat di tingkat nasional,

sementara di tingkat lokal mereka menghadapi persoalan diantara mereka sendiri.

Oleh karena itu perlu ada konsep untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif
terhadap para pesilat-pesilat yang ada diwilayah kabupaten/kota Madiun secara

kontinyu dan terpadu. Konsep tersebut diantaranya adalah :

1. Menumbuhkan rasa tanggungjawab kependekaran yang menyatu, bahwa prinsip
Persaudaraan dan kesetiaan hati diantara para pendekar antar organisasi
persilatan harus tertanam didalam hati sanubari.

2. Untuk menumbuhkan rasa Persaudaraan dan setia hati, perlu diadakan festifal
pencak silat baik secara lokal, regional dan nasional dengan menekankan bahwa
dalam pertandingan soal kalah-menang merupakan hal biasa. Tidak boleh ada rasa
sakit hati dan dendam. Itulah hakikat pendekar sejati.

3. Festival pencak silat tidak hanya mempertandingkan adu badan secara full body
contact tetapi dikembangkan dengan kreasi pertandingan teknik kerapian jurus, baik
secara kelompok maupun individu. Kreativitas dan pengembangan jurus menjadi
modal utama bagi masing-masing organisasi perguruan pencak silat untuk selalu
menggali budaya kearifan lokal di Madiun dan semakin memperkuat jatidiri masing
masing perguruan silat..

4. Mempertahankan tradisi sah-sahan pendekar dengan mengadakan pertandingan
pencak silat yang menampilkan berbagai jurus kelayakan calon pendekar sejati

melalui ujian fisik dan uji psikologi, sehingga tradisi kependekaran yang merasa
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satu saudara dan merasa sehati antar perguruan silat yang ada menjadi tujuan
utama.

5. Agar menghasilkan pesilat-pesilat tangguh, perlu dipupuk rasa persaudaraan dan
kesetiakawanan pada saat latihan ditingkat ranting, cabang, wilayah dan pusat.

6. Setiap selesai latihan, hendaknya diberi wejangan rokhani tentang perlunya
kesetimbangan emosi agar jiwa tenang dan terkendali.

7. Even kejuaraan pencak silat baik even kejurda dan kejurnas perlu diadakan oleh
secara bersama antara IPSI - Persatuan Perguruan Pencak Silat dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Madiun agar ikon kampung persialatan dan peningkatan
prestasi pesilat Madiun dapat terwujud

8. Berikan penghargaan yang layak kepada pesilat, pelatih dan organisasi perguruan

pesilat yang berprestasi dan memiliki spirit fair play.

Ketiga. Konsep Pola Penanggulangan Perkelahian Massal (Konflik Dan
Kekearasan) untuk Mengantisipasi Permasalahan Kamtibmas. Masalah perkelahian
massal antar perguruan silat PSHW dan PSHT biasanya terjadi ketika ada ada kegiatan
Halal Bihalal dan Suran Agung (PSHW) serta kegiatan Suro dari PSHT. Disamping itu
muncul perkelahian lain pada saat selesai kegiatan pengesahan warga baru,
tasyakuran, sarehan dan kenaikan tingkat sereta pendirian tugu dari perguruan pencak
silat (PSHW, PSHT Tunas Muda, IKS Pl dan Pandan Alas). Perkelahian massal
tersebut dibedakan antara konflik dan kekerasan, perkelahian massal (konflik dan

kekerasan tsb) muncul sekitar tahun 1990an,
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Konflik antarperguruan silat di Kabupaten Madiun dapat dirunut sejak Ki Hadjar
Hardjo Oetomo berbeda pandangan dengan gurunya Ki Ngabehi dalam pengembangan
Perguruan Setia Hati. Ki Hadjar Hardjo Oetomo kemudian mendirikan Perguruan Setia
Hati Terate. Perbedaan pandangan guru-murid tersebut menimbul-kan konflik
tersembunyi. Demikian pula ketika R. Djimat Hendro Soewarno mendirikan Setia Hati
Tunas Muda Winongo. Sampai tahap ini, konflik yang terjadi dapat disebut fase latensi
dimana perbedaan yang ada dapat diterima. Perbedaan pandangan guru-murid
tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas

kewajaran.

Konflik mengalami eskalasi pasca Peristiwa G30S. Bentrok antara para pendekar
dari dua perguruan, yaitu Perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo
mengakibatkan hubungan kedua-nya mulai memburuk, meskipun kedua perguruan
bukanlah partisan dalam peristiwa tersebut. Komunikasi terhambat oleh muatan-muatan
emosi dan sentimen kelompok serta perbedaan-perbedaan mulai semakin ditonjolkan

dan stereotip negatif mulai berkembang.

Konflik semakin meningkat dan melibatkan massa banyak sejak tahun 1990-an

ketika jumlah anggota baru kedua perguruan semakin banyak dari kalangan remaja
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usia 17 tahun. Pelanggaran-pelanggaran terhadap etika perguruan mulai merebak
karena tidak adanya sanksi organisatoris. Kekerasan mudah meletus dan melibatkan
massa pendukung kedua perguruan. Mereka terjebak dalam konflik yang tidak
berkesudahan hingga saat ini. Konflik memasuki fase terjebak (entrapment). Suran
Agung, Halal bihalal, dan Pengesahan yang menjadi tradisi dan memiliki spirit yang

sama sering menjadi arena konflik sosial yang terjadi secara massal.

Karakteristik konflik menentukan cara-cara penyelesaiannya. Konflik antar-
perguruan silat di Madiun memiliki akar sejarah panjang yang menyangkut klaim
kebenaran historis masing-masing per-guruan. Kedua perguruan sama-sama
mengklaim sebagai penerus ilmu Setia Hati Ki Ngabehi, namun terpisah secara
keilmuan dan organisasi. Simbol-simbol dan tradisi di masing-masing perguruan
menjadi per-soalan krusial yang sering memicu konflik. Pendekatan keamaan relatif
berhasil mengendalikan dan mengurangi kekerasan. Namun demikian, suasana

sosiopsikologis di lapis bawah belum banyak berubah.

Rekonsiliasi dengan pendekatan kultural menjadi penting dilakukan dan
pendekatan keamanan mulai dikurangi. Arena-arena integrasi seperti Festival Pencak
Seni Tradisi dapat diberdayakan sebagai media rekonsiliasi dengan pendeka-tan
kultural. Pendekatan kultural ini terlebih dahulu dilakukan dengan transformasi
kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbarui
hubungan. Dari situ rekonsiliasi kultural dapat menjadi pilihan yang lebih memberi
harapan. Rekonsiliasi kultural merupakan upaya rekonsiliasi dengan memberdayakan

unsur-unsur budaya dan sosial untuk menciptakan suasana dialogis dan harmonis
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melalui cara-cara proeksistensi yang terjelmakan ke dalam tindakan dan aksi-aksi nyata

dalam berbagai peristiwa kehidupan.

5.2.

Saran

Konflik Sosial yang terjadi di Madiun, yang melibatkan Perguruan Silat SH teratai
dan SH Winango, merupakan kearifan lokal yang dapat dijadikan bahan edukasi
(pembelajaran) dan motivasi bagi stakeholder untuk berkreasi dan inovasi dalam
membangun potensi daerah, khususnya dalam seni bela diri bahkan
Kedepannya akan menjadi potensi bagi pengembangan dan pusat seni pencak
silat seluruh dunia.

Rekonsiliasi dengan pendekatan budaya (kultural) sesuai ajaran adiluhung, pada
hakikatnya diperlukan untuk meredam konflik sosilal yang terjadi selama ini.
Woujud konkrit dari ajaran adiluhung yang dapat dikembangkan misalnya dengan
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Penca Silat, Sarasehan dan
pembentukan paguyuban Kampung Pencak Silat, dan Pembentukan Satgas
Sentot Prawirodirdjo. Sebagai alternatif yang digunakan untuk meredam konflik.
Kampung Penca Silat dapat digunakan untuka alat permersatu kelompok yang
berkonflik.

Peranan Stakeholder dalam mendukung upaya yang akan dilakukan dalam
rangka meredam konflik, sangat diperlukan, dengan cara meningkatkan
komunikasi vertikal, horisontal maupun diagonal dengan intensitas yang terjaga

dalam rangka sosialisasi. Disampin itu perlu juga mengupayakan standarisasi
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seni budaya untuk dijadikan standar mutu seni bela diri dan hak paten sehinggak
seni bela diri madiun memiliki ciri khas, sehingga menjadi selling point yang
dapat di kembangkan di duni.

Ide untuk mngembangkan atau membangun miniatur pencasilat menjadi
alternatif pilihan untuk rekonsiliasi konflik sosial yang terjadi. Di samping itu dapat
juga menjadi sarana untuk mengembangkan potensi daerah sebagai daerah
tujuan wisata. Dengan demikian dapat meningkatkan sektor ekonomi daerah.
Pemanfaat Ikatan Pencak Silat sebagai Wadah bela diri, dapat dijadikan alternatif
untuk sarana komunikasi dan berkarya yang positif untuk rekonsiliasi konflik yang
terjadi. Selain itu dapat juga dilakukan dengan membentuk komunitas tertentu

dan kegiatan pelatihan bela negara

Penerapan strategi resolusi konflik, melaui tahapan, rekonsiliasi konflik dengan
substansi negosiasi dan mediasi, serta transformasi konflik dalam membangun

budaya damai menuju perdamaian positif.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Slamet, pengurus Ranting SH Terate Kecamatan
Gorang Gareng, Magetan

Gambar 2. Wawancara bersama Mayor Infanteri M. Yusuf, Mantan Kasdim Madiun
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Gambar 3. Peneliti bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, Bapak
Drs. Darmawan, M.Si

Gambar 3. Peneliti bersama Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, R.
Agus Wiyono Santoso, di Padepokan Persaudaraan Se
tia Hati Winongo Tunas Muda, Mangunharjo, Madiun.

Gambar 4. Makam Pendiri Persaudaraan “Setia Hati” Raden Ngabehi Soerowidirjo, di Desa Winongo,
Mangunharjo, Madiun
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Gambar 5. Peneliti di depan padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Gorang
Gareng, Madiun.

Gambar 6. Gapura Persaudaraan “Setia Hati Winongo Tunas Muda” di salah satu desa di Madiun.

106



Gambar 7. Gapura Persaudaraan “Setia Hati Terate” di Desa Bancak, Gorang Gareng, Madiun..

Gambar 7. Salah satu halaman depan surat kabar lokal di Madiun yang memuat kabar perayaan
Suran Agung oleh Persaudaraan Setia Hati Terate
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RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI JAWA TIMUR
(STUDI KASUS DI MADIUN JAWA TIMUR)

ABSTRAK

Pencak silat merupakan salah satu khazanah kebudayaan Indonesia yang perlu
dilestarikan dan dijaga kelesatariannya. Namun pada satu sisi pencak silat dapat
menjadi potensi konflik di Indonesia. Salah satunya di Madiun Jawa Timur,
konflik antara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Setia Hati
Tunas Muda Winongo yang telah berlangsung cukup lama. Padahal keduanya
berasal dari guru yang sama. Beberapa perayaan tradisi seperti Suran Agung
seringkali menjadi ajang konflik antara kedua perguan silat tersebut. Diperlukan
sebuah langkah resolusi konflik dan peran stakeholder baik dari tingkat
Kabupaten / Kota hingga tingkat provinsi agar konflik yang terjadi tidak berlarut.
Penelitian ini mencoba memberikan masukan kepada stakeholder terkait dalam
meresolusi konflik antar perguruan silat di Kota Madiun Jawa Timur. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam meredam konflik saat ini telah
membuahkan hasil, salah satunya dengan membentuk Paguyuban Kampung
Pesilat yang menghimpun berbagai perguruan silat di wilayah Madiun yang
bertujuan menjadikan Kota Madiun sebagai kiblat Pencak Silat Dunia. Upaya ini
selain bertujuan melesatarikan budaya, juga berhasil meredam konflik, terbukti
setelah dibentuknya Paguyuban Kampung Pesilat pada tahun 2014. Konflik antar
perguruan silat di Madiun sedikit demi sedikit berkurang.

Kata Kunci : Pencak Silat, Madiun, Setia Hati, Winongo, Terate



CONFLICT RESOLUTION IN EAST JAVA
(CASE STUDY IN MADIUN EAST JAVA)

ABSTRACT

Pencak silat is one of Indonesian cultural heritages with the urge of being
preserved. However at the same time, Pencak Silat has the possibility to become
a conflict potential in Indonesia. One of the exact examples exist in Madiun, East
Java, wherein a long-time conflict occuring even until today, between two Silat
Schools; The Setia Hati Terate Brotherhood and The Setia Hati Tunas Muda
Winongo. Both of the Silat Schools apparently come from the same teacher on
their root. One of the traditional celebrations, namely Suran Agung, somehow
has become a starting point of the conflict between the two martial arts
institutions. A proper conflict resolution along with some concrete roles of the
stakeholders starting from the district or city level up to provincial level are
required, in the purpose of avoiding a prolonged conflict to take place. In
concordance, this research is originated to provide some inputs for the
stakeholders. The effort of Madiun City Government for the conflict suppression
has resulted in several kind of outcomes, including the establishment of
Kampung Pesilat association above various Silat School in Madiun, aiming to
make Madiun become a world-scale Pencak Silat center. Not only preserving
Indonesian culture, this association also has been approved in contributing for
conflict prevention since its establishment in 2014, shown with how the number
of conflict between the Silat School in Madiun is progressively decreasing.

Keywords: Pencak Silat, Madiun, Setia Hati, Winongo, Terate



